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BAB 1
PENDAHUL UAN

1.1. Latar Belakang
Di era reformasi, Indonesia menetapkan kebijakan desentralisasi yang
merupakan sebuah isu utama. Hal ini diakibatkan perubahan tatanan sosio
ekonomi politik yang terus bergulir dengan munculnya tuntutan yang lebih lugas
terhadap otonomi yang lebih luas dagipemerintah daerah untuk mengelola sendiri
daerahnya (Sogjitno, 2000)
Demikiag ¢ AN . iralisasi mengakibatkan

reformasi hpengaruhi - struktur,

3 ah sakit (RS)

’ I dimens

esehatan

ormasi

untuk _dapat menganiisi tekanan
A dan"2028.dengan Warld Trade
ggan dé nun tetap
gbrany, 2005

ntah karen igekmampuan

e i‘ anakehatan bahkan
pelyeitean pihak swasta

menjadi sal a'se penetapar i privel fhingtyas, 2008).
j hukum rumah  sakit
memberikan kewenangan mengaBlassiiber*daya manusia, barang dan sarana

termasuk persediaan, keuangan dan operasional yang merupakan upaya nyata
kemandirian RSP dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,
sehingga dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, kinerja serta memiliki
keunggulan kompetitif (Waturandang, 2005).

Perubahan bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia karena kebijakan
pemerintah sedang rama dibicarakan. Akhir tahun 2004, tiga RS di Daerah
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT)
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dengan alasan rumitnya mangjemen RS dalam bentuknya yang sekarang sebagal
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Lembaga Teknis Daerah (LTD)
sebagaimana diungkapkan oleh Rijadi (2005) yang sepemikiran dengan
Djojosugito dan dikutip oleh Thabrany (2005). Pemerintah Daerah (Pemda) DKI
beralasan bahwa selama ini pemerintah telah banyak “mensubsidi” RS yang tetap
merugi. Asumsinya, kalau diubah menjadi PT maka RS akan meraup untung
(Thabrany, 2005).

Adapun contoh perubahan bentuk badan hukum RS yang perlu dikgji |ebih
lanjut adalah perubahan beg atiga RS Umum Daerah (RSUD) di
Jakarta. Perubal Peraturan Derah (Perda)
Pemda DK )emerintah, yaitu RS
Haji Ja
dilihét

aimana dapat

Aii._menj M BinRumchdSakit Haji
‘ N moda Daerah
ta kepada PT R0

status huk Pel aksana
5. Keseh umah Sakit
g meffadi PT Rumah
genyvertaan  modal
"8k arta kepada PT

wtahun 2004
- \
‘Pi N3

No. 15 tahu 5" hukum Unit Pelaksana
pinas Kesehatan Rumah Sakit

mt geran Pasar Rebo menjadi PT Rumah
Sakit Pasar Rebo serta penyertaan modal
Pemerintah Daerah Propinsi DK Jakarta kepada PT

Rumah Sakit Pasar Rebo

Sumber : hukumonline.com 12 Juni 2006

Perubahan bentuk badan hukum ini menimbulkan pro dan kontra oleh
banyak pihak. Menurut Lestari (2002), RS yang dahulu tidak memikirkan
masalah untung rugi karena didirikan untuk kepentingan masalah sosial dan
kemanusiaan (non profit), pada saat ini telah berubah menjadi kegiatan ekonomi.
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Apalagi RS yang dikelola oleh badan-badan swasta, kegiatan RS telah dijadikan
sebagai salah satu badan usaha yang mencari keuntungan (profit making).

Menurut pandangan Thabrany (2005), bentuk Badan Layanan Umum
(BLU) di bawah otonomi pemerintah daerah adalah yang terbaik. RS masih
menjadi milik pemerintah dan tidak mencari keuntungan, serta tidak menjadikan
layanan RS sebagai sumber dagang namun juga tetap memberi keleluasaan
manajemen.

Perubahan badan hukum ketiga rumah sakit di atas menjadi PT ternyata
mendapat protes dari Yayas onsumen Indonesia dan beberapa
3| ke Mahkamah Agung

PT RS Pasar Rebo,

lembaga swadays
(MA). Tahun
PT RS
DK Jakarta
abut dan

2nala Dinas
ianropins DKI Jakafte S il Kuti 8 gatakan,
tah Prgpins’ DK “Jakarta t, chtas [TRal Agung.
cho telah

o tang
jadi Badan L

Wﬂ hal berba : ntang privaw amah - sakit
pemerim“nak i@ oda <F zm—.,‘ yaruinginkan oleh
ma ‘{ me e —"‘m‘ engelolaan dan juga

pengelola

jaminan kese Kedte tentu dimaksudkan
untuk dapat meld ~ ﬁ S .‘ma, siapa pun mereka,
tanpa memandang i ngkati Hﬂ" ;ﬁama, 2005).

Rumah sakit dengan status atau bentuk apapun di dalam pelayanannya
kepada masyarakat harus tetap memperhatikan tiga unsur penting, yaitu efficiency
(efisiensi), equity (keterjangkauan), dan quality (mutu). Equity atau
keterjangkauan inilah yang dipertanyakan oleh banyak kalangan bila RS
berbentuk PT yang terkesan “mengegjar keuntungan” yang dianggap tidak layak
dilakukan oleh RS pemerintah (Herliana, 2005).
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Di sis lain, masyarakat juga menuntut one step quality service dimana
seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kebutuhan pasien
dapat dipenuhi oleh rumah sakit secara mudah, cepat, akurat, bermutu dengan
biaya terjangkau. Salah satu indikator keberhasilan suatu rumah sakit yang efektif
dan efisien adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup dengan
kualitas yang tinggi, profesional, sesuai dengan fungsi dan tugas setiap persona
(llyas, 2004).

Dari pengalaman selama krisis ekonomi, dapat dilihat bahwa unsur SDM

sangat menonjol, bak daui sionalismenya maupun dari  segi

integritasnya. 8 i 3 nsur pimpinan yang
profesional
busi-besar terhadap

A ompetitif,
dip ang tepat dalem manajen , g Kegiatan
j dosa > aer lini

g dapat

an mangiemen pliaca menjelgaskan visi
an strategi A, ahawati, 200
RS, tide tau tidak

d kannya stra f }'.t an DM yang dinasﬁrkan

rencaw{egls RS, ref a jasa pel an insentif
lain, ak -- j yahll ini diperberat
dengan masih ' bBe ‘fw m a"'yang lebih bercirikan
“etos jabatan N karena itu, sudah

ﬁ :Peﬂonal RS, baik dalam
: W aran mangjerialnya. Komitmen

tersebut harus diwujudkan dalam suatu pola kebijakan yang jelas tentang

saatnya digalang

jajaran profesi fungsiona

mangjemen SDM RS yang spesifik (Hapsara, 1999).

Sebagai awalnya, RS dapat membuat strategi pengembangan SDM yang
disusun berdasarkan rencana strategis RS. Kemudian dilakukan analisa jabatan
sehingga diperoleh spesifikas jabatan (job title) yang ada dalam RS. Selanjutnya
diuraikan deskrips tugas (job description) untuk masing-masing jabatan beserta
persyaratan jabatan dan tolok kur penilaian karyanya. Terakhir adalah
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penyusunan polajaur karir yang menyangkut pulajalur suksesi untuk direktur RS
(Sogjitno,2000).
1.2.Rumusan Masalah

Perubahan bentuk badan hukum RSUD Pasar Rebo dari rumah sakit unit
swadana daerah menjadi PT pada tahun 2004 menimbulkan pro dan kontra dari
berbagai pihak yang selanjutnya Pemda DK Jakarta menindaklanjuti Keputusan
Mahkamah Agung dengan mencabut/membatalkan perseroan terbatas sebagai
bentuk badan hukum RS Pasar Rebo pada tahun 2006.

Pada bulan Februag Rasar Rebo telah berubah bentuk

menjadi Badan A a proses tersebut dapat
menyebabka l { % nher daya manusia
1

rumah sg hgalmana perubahan

terseput
aRSUD 'w : a RSUD |

RS YVang pettama - 5 I adana

U-satunya

dal padartanun 1992 dan St AN memiliki pegawal d dingan

jumalah pegawaigheder si pii RN SHd PNSyang hampit beri

1.3! Pendlitia A

ah penélitiz = & kan dalam pertanyaan
penelltlaqaltu A ajenbsumber daya
manusia RS f --. (l m‘ gan_adanya perubahan
bentuk badan .

1.4. Tujuan Pendlitian "'-"'
14.1. Umum

Mengetahui bagaimana perubahan fungsi operasiona mangemen sumber
daya manusia akibat terjadinya perubahan bentuk badan hukum RSUD Pasar
Rebo.
1.4.2. Khusus

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan akan diketahui hal-hal
berikut :
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1. Perubahan organisasi di RSUD Pasar Rebo yang meliputi :
a. Bentuk badan hukum
b. Vis dan mis
c. Tujuan utama
d. Struktur organisasi
2. Perubahan status pegawai di RSUD Pasar Rebo
3. Perubahan yang terjadi pada fungs operasional mangjemen sumber daya
manusiadi RSUD Pasar Rebo yaitu pada :
a  Perekrutan dan selels

b. Penilal aaikiner
c. Pemb ‘
d. ' > {

PD*Pasar Rebo, hendlitiat Az i masukan

dalam perencandam organisas maupun pengelglaai ber daya

anusl

peneliti
wg diperoleh K g

ﬂnlnlstras RE

an ilmu

di Progr

Kajian
Masyarakat

akultas K

\r

Ntuk dijadikan bahan
ittan serupa,seperti

dampak o E Y

dayamanusiadi r ' W

d. Bagi pihak Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, hasil penelitian ini
dapat memberikan masukan dalam menentukan arah kebijakan

ap manajemen sumber

selanjutnya sehubungan dengan bentuk hukum RSUD dan pengelolaan
SDMnya ke depan.

e. Bagi program KARS Ul, hasil pendlitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan atas evaluas hasil proses belgar menggar yang telah
dilaksanakan.
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f. Hasl penélitian ini juga dapat dijadikan bahan sosialisasi kepada pihak-
pihak terkait atas pro dan kontra perubahan bentuk badan hukum rumah
sakit.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Pasar Rebo sgak bulan Maret sampai
dengan bulan Juni 2009 dengan melakukan telaah dokumen yang berkaitan
dengan ketiga bentuk badan hukum RSUD Pasar Rebo sgjak tahun 1996 hingga
2009, misalnya dokumen une 3L peraturan daerah yang mendasari
pendirian RSUD S : gl RSB tahun 2004 dan RSUD
BLUD tahyn

sumber daya \

ndasari pengelolaan

ulk badan hukum di

‘Ka -\Q ' tusan direktur
arcliambil da oorar) Y 0 un 1996-

rdan petun) uk laporan

SDM RSUD Pasak Re

Ol ak UK Sl W 3l 5 ghclal am Je Informan pimpinan

erakhir

diWawancara ‘ o G pakar Univengi nesia di

bidarwjemen orga 1 sakit de ajemensuWyamanusia

R epala k engel 0
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit di Indonesia

Daam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan.
Sedangkan definis sarana kesehatan adalah tempat yang diinginkan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah
g.adal ah melakukan upaya kesehatan

perhatikan fungs sosial

dan atau masyarakat. Fungsi.&

dasar atau upa
(kebutuhan pe
tidak semate-
Bt 2 ' : 3 arenya yang
dipande Seperti yang R2war (19

kurang mampu dan

Alzh 3 nisas yang meal profesiona

Big terorganisir serta sarafia k@doktgien yang perman garakan

pelayanan gloKter aig.asiinG Sne@Watan ; ambungan,

3 rita ol \merican

’( &
d O sakit men menerima

tempadiffianapgend dikans klinik untuk

"i-‘".mg profesi  kesehatan

[ - din : atan, pendidikan serta
pelayanan kedokteran engg iation of Hospital Care, 1947).

Sedangkan pengertian rumah sakit Indonesia seperti yang dikutip oleh

4)]

Lestari (2004) dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan yang ada.
Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 1596 tahun 1988
tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa rumah sakit adalah sarana upaya
kesehatan, diantaranya meliputi penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan,
serta dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
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Kemudian dibedakan lagi antara:

1. RS umum, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua
jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub
spesialistik.

2. RS khusus, yaitu RS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu tertentu.

3. RS pendidikan, yaitu RS umum yang digunakan untuk tempat pendidikan
tenaga medis tingkat S1, S2 dan

WHO sebagaimang
mengena RS dag

(2005) memberikan pengertian

lia isan integral part of
social and to provide for
popul atig a vérand whose out
pati et : [ C ' eftrainning of

ffor bio- SO

Cjcl Ddla | dl @i G U ’ I Slg:ern
atan secara S [ kuratif

Serta me jgare . g i at inap,

Ju@ A diru 1S : sa berfe al tempat
pefdieikamn kesehatan © ar dapat

5 ﬁ |2 an Oleh karen
menjakankan fungsinya denge RS harus bisa beWma dengan
mstansu“ di y ﬂ maul on kesehatan
(Ristrini, 200 ﬂ u ,‘“

Menu enoa yang didami, pada

saat ini RS dapat . : h
1. Menurut pemilik "'-"'

Jika ditinjau dari pemiliknya, RS dapat dibedakan atas dua macam yakni RS

pemerintah (governmental hospital) dan RS swasta (private hospital).

2. Menurut filosofi yang dianut
Jika ditinjau dari filosofi yang dianut, RS dapat dibedakan atas 2 macam
yakni RS yang tidak mencari keuntungan (non profit hospital) dan RS yang
mencari keuntungan (profit hospital).
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3. Menurut jenis pelayanan yang disel enggarakan
Jika ditinjau dari jenis pelayanan yang diselenggarakan, RS dapat dibedakan
atas dua macam yakni RS Umum (RSU) atau general hospital jika semua
jenis pelayanan kesehatan diselenggarakan, serta RS Khusus (RSK) atau
speciallity hospital jika hanya satu jenis pelayanan kesehatan sgja yang
diselenggarakan.

4. Menurut lokasi RS

Jika ditinjau dari lokasinya, RS dibedakan atas beberapa macam yang

semuanya tergantung Gl sistem pemerintahan yang dianut.

Misalnya RS#pUS: - ara, RS propinsi jika

lokasinyg ( { } okasinya di ibukota
kabupate

en : an pasal 3

Pe or 1596 \ S*Uapat diss Jarak ay dimiliki

ol an SWa d an oleh
Dépariemens K esehatan  (Dep gifntah Daerah, A ersenjata
BUDITK ™ Indag ABRgl B3 gt Mili A at N). RS

dan ¢ lan bad aln yang

, yaitu perk ula
y p -

Wrut Hartono%206 5 i ’milikannya Wm (juga RS
Khusus don Ia jenig, vait
A5

1. RumaR.Sak it JuEn pLLi

b. RSUDm. 'ﬂ'

c. RSUD milik pemer , W Ik

d. RSU milik Tentara Nasional Indonesia (TNI)
e

f

a R 4

. RSU milik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
. RSU milik departemen di luar Departemen K esehatan (termasuk milik
Badan Usaha Milik Negara/BUMN seperti Pertamina)
2. Rumah Sakit Umum (RSU) milik swasta, yang meliputi :
a RSU milik yayasan
b. RSU milik perseroan
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c. RSU milik penanam modal (di dalam negeri dan di luar negeri)
d. RSU milik badan hukum lain.

Berdasarkan data tahun 2002, jumlah RS Umum di Indonesia ada 935
RSU, dengan rincian pemilikan sebagai berikut : 14 RS (1%) milik Depkes, 330
RSU (35%) milik Pemda, 110 RSU (12%) milik TNI/POLRI, 70 RSU (7%)
milik BUMN/departemen lain dan 411 RSU (44%) milik swasta (Rijadi, 2005).

RSUD sangat penting bagi Pemda karena ternyata fungss RSUD  tidak
hanya sebagai tempat pel ayanan kesghatan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai :

1. Tempat pendidikan bz gl, dan petugas kesehatan lain.
wner di daerah (klinik,

ereka m oj ahteraan

oralig@l, suetu RSUD biasany cirri-ciri

,Rentilaiy pagfeng, fas an ruk| dengan

—d

angHel enggaraan

dipikirkan, mengingat

J.X.

ng dari masyarakat

dan tanggung j% SehA ﬁ g

pembangunan di bidang keSeiigta W adjiF2002).
Menurut Henry Campbell Black, yang lebih dikenal dengan Black's law

alam menyelenggarakan

Dictionary, bahwa : “ legal entity” adalah legal existence, an entity other than a
natural person, who has sufficien existence in legal contemplation that it can
function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case
of corporation”.” Orang’, dalam penggunaan secara umum, adalah “manusia’
yaitu “a human being atau natural person”, sebagai “lawan” dari “artificial
person” sebagaimana disebutkan diatas.
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Daam istilah hukum atau undang-undang, pengertian “orang” bisa
termasuk perusahaan, organisasi pekerja, permitraan, perkumpulan, perseroan dan
lain-lain. Namun demikian, perusahaan, organisasi, permitraan dan lain-lainnya
yang dianggap dalam arti orang tersebut, tidak dengan sendirinya kemudian
adalah juga merupakan badan hukum. Perusahaan, baru bisa disebut sebagal
badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh
karena itu ada perusahaan yang disebut sebagai “badan hukum” dan ada yang
“bukan badan hukum” (Widjaya, 20027).

Dalam kaitannya degg

Bptuk sarana kesehatan, dalam mana
tenaga profesio : dengan. demikian seyogyanya
diberi wadg ‘

pasien S
RS
per] ° UK s
2002

10 g I Sk ) gan demikian

Bentuk™Ba

status : ' akhir endapat

perbincanga ademis maup , bahkan
AN pelayanan ang harus
;i pelhn prima, yaitu

(Susawati, 2004).
linistras pemerintah

'yang meliputi kontrol

departemen pusat yang kuasko ‘W‘-“ Serfillel program, monopoli kewenangan

Menu
yang lama, diura DeNas *

dan pembuatan kebijakan yang merangkap pelaksana lapangan. Inggris
merupakan negara awal gerakan New Public Management (NPM) bidang
kesehatan dengan merubah seluruh RS pemerintah menjadi korporasi yang
independen sehingga menjadi efisien.

Korporasi RSP telah menyebar ke seluruh dunia dalam 20 tahun terakhir
termasuk Ghana, Rusia dan ASEAN (Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand),
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lalu menurut Preker dan Harding (2003) yang juga dikutip Waturandang (2005)
secaralengkap mereview reformasi RS sebagai dampak gerakan NPM.

Perubahan kelembagaan RSP telah berlangsung sgak lama, baik karena
perubahan yang direncanakan RSP sendiri maupun sebagai dampak peraturan
perundangan yang ada. Pola perubahan kelembagaan RSUP dan RSUD
mempunyai pola yang berbeda. Faktor utama yang menjadi penyebab perubahan
kelembagaan ini ialah sistem politik dan ekonomi di Indonesia, sehingga terjadi

perubahan yang mendasar dalam tatanan administrasi pemerintahan, yang juga

berdampak pada kelembagaai
Sdah sai : - [ i yang lain, adaah
desentralisasi ' sebagal  dampak
diberla ‘ ah selain itu
jugatia Reform) yang
terjadivdi o ' crdampak G nesi PM yang
Al 8D ef | danl efektivit asta ke

dd iastitiis  pemey| mbulnya

pékibanan ini (Riyadi, 200

fan ke hukd berikan

ew mengelola B h ang/saranat sediaan,

operasiona 2 nyata kemaWrRSP dalam

membend pel3 0 a . kepa masyarak ingga dapat
Ll W A\ 8

meningkatka of | 5 ens a Serta saeki Keurggulan kompetitif

(Waturandang
Peruboha KelBag 8 1RS. tampk WBIBMISIA spekirum skala dari

empat jenis kelembagaan“‘ v 1

1. RSsubsidi merupakan birokrasi pemerintah

2. RS otonom mempunyai kebebasan mengelola bidang tertentu (keuangan)

3. RS korporas yaitu asetnya milik pemerintah namun mangemen dikelola

sebagai organisasi bisnis.

4. RSprivatisas yang telah menjadi PT dengan menjual saham pada publik.
Menurut Waturandang (2005), determinan perubahan kelembagaan RSP

terdiri dari limafaktor yaitu meliputi :
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Pemberian kewenangan dalam membuat keputusan (subsidi/otonomi)
Alur pendapatan dan sisa hasil usaha (kas negara/RS pemerintah sendiri)
Tingkat keterpaparan pada pasar (dari anggaran pemerintah/masyarakat)
M ekanisme akuntabilitas (pemerintah atau kontrak kerja yang di buat RS)

o~ WD P

Fungsi sosial (tidak dianggarkan menjadi spesifik dan dianggarkan)
Koeswadji (2002) yang mengutip pendapat Soetedjo (1997) menyatakan,
perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh globalisas jasa pelayanan kesehatan
membawa perubahan-perubahan, baik dalam perencanaan maupun organisasi di
bidang kesehatan, yaitu
kesehatan men; agli

edasarkan  perencanaan pelayanan

erybahan paradigma

sehatan dan

W
rusahaan

DLSNI S
Dada ¥ mintaan

; ditenty oleh

Seg :
. Fokus pad (énajemen
produks upa jasa
e. Fokus gpadd, pelanggan
(“custop®

Sumber=e ter diera » makalah dalam forum

seminar D r gVlawa Tengah, Semarang, 12

Oktober 199

Menurut Thabrany (2005) bentuk organisasi atau badan hukum suatu
organisasi dan rencana operasionalnya harus sesuai dengan visi dan misinya
Kaau tidak sesuai, kita tidak bisa mencapal keadaan tersebut, alias kesasar.
Mengambil bentuk badan hukum PT untuk RSUD jelas melanggar UU dan tidak
sesual dengan visi-misi. Sebab PT menurut UU merupakan vehicle atau kendaraan
untuk urusan ekonomi atau bisnis yang didalam Undang-Undang Dasar (UUD)
1945 diatur dalam pasal 33 tentang perekonomian negara. Sedangkan RS sebagai
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bagian fasilitas diatur dalam pasal 34 UUD 1945. Jelas mengambil bentuk PT
merupakan kebijakan yang tidak sesuai atau tidak sedlur antara bentuk
operasional dengan visi misinya. Adapun perbandingan kesesuaian antara visi-
misi dengan bentuk organisasi (badan hukum) RS dapat dilihat pada gambar
berikut ini :

LTD/BLU BUMN/BUMD/PT
(pasal 34 UUD 1945) (pasal 33 UUD 1945)

Visi Misi : V] ISl
Penyediaan pe ]ia
kesehatan y3 at ' | a
dan terjdngk pa
: \ o F
Y
- 2 % Pelayanan aba

‘_
zer \
‘ A ‘ ator sukses uta

Ind torsikses utama : ja keuangan

Ak
kezzhaﬁatus %’«i\ 3
Wengan bentuk

Sumber : Thabrany dalam Rumah Sakit Pk e bentuk BLU : Bentuk Paling Pas dalam Koridor
Hukum Saat Ini,Jurnal MARSI Vol VI No.1 Februari 2005

oflt max

Struktur organisas termasuk ke dalam bentuk operasional RS. Menurut
Sogjitno (2002) dalam RS, unit yang menghasilkan pelayanan adalah instalasi.
Sebagai unit penghasil pelayanan, maka instalasi di RS merupakan ujung tombak
produksi dan operasional di RS. Oleh karena itu, jabatan kepala instalasi
merupakan jabatan mangjerial yang strategis karena merupakan mangjer dari apa
yang seharusnya menjadi unit bisnis yang strategis. Namun, pimpinan RS,
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berdasarkan struktur organisasi saat ini, adaah mulai dari kepala bagian dan
kepala bidang ke atas, sedangkan kepala instalasi hanya merupakan unsur
fungsional sgja.

Struktur organisasi RSP saat ini merupakan struktur organisasi bertingkat
dengan banyak struktur, tetapi miskin fungsi. Penataan kembali struktur
organisas pemerintah harus dilakukan. Struktur organisasi baru yang akan
disusun harus merupakan suatu sistem yang adiktif yang kaya akan fungsi dan

miskin struktur agar mampu menanggapi dengan baik perubahan lingkungan yang

sangat cepat.
Sedangk iliRe chagaiinana dikutip Soegjitno,
bahwa strukt ﬂ ﬂk } } anajemen dalam
; I keseluruhan

at. Lebih

ga lsas odifikasi

201 pery anlsas,
memperkaya fungsi masiAg-mé
Rangkul ' )age i ar pada

2010
v R RSUP?
”| RSUD?
WTO 2008
1997 2005
RS PNBP RSUP:perum/ RSUP:BLU/BUMN?
persero RSUD:LTD
RSUD:LTD AFTA mulai

Gambar 2.2 . Perjalanan Kelembagaan RS Pemerintah, 1974 — 2004

Sumber : Rijadi dalam Pola Transformasi Rumah Sakit Umum Daerah, Perubahan Bentuk
K elembagaan atau Pengel olaan K euangan, Jurnal MARSI Vol.5 No.4 Januari 2005
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Dari gambar 2.2 dapat dilihat bahwa sgjak sebelum tahun 1974, dan dari
1974-1992 maka kelembagaan RS Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis atau
aparatur Pemda/Depkes dan dikelola sebagai kantor (Rijadi, 2005).

Tahun 1992 penting karena RS pemerintah menjadi RS swadana
sehingga belgar mengelola keuangannya sendiri, sedangkan RS swasta diijinkan
beroperas pertama kalinya berdasarkan SK Menkes. Artinya, kelembagaan RS
diakui sebaga suatu badan usaha dan bukan kantor (Rijadi,2005). Tujuan utama
kebijakan RS swadana adalah membegri keleluasaan dalam mengatur pembiayaan
rumah sakit dengan hak u
sakit secara @i g ) 3 ] litas pelayanan dapat

ditingkatka : Ji @ mampu (Kosen,
1999). /
1 o ; | Pendapatan

Al al ), keuanganiyer elola, k

80 menggunakan pendapatan rumah

torkan ke
Salfe 2l @mbagaan
dengan_ berubfipyail3 RSUP mepjadi RS
Pemerital di | esig. RSUD

jawatan

DISa Mé 3 - 5 No. 1 tentang
elembagaa Rumah  Saki yang
an kelembag i LTD sam D. Bentuk

bertbdengan bentuk
RSUD di masa'a elangan, kepegawaian

dan pengadaa

Tahun H r & D SGBBAIRS Pererintzh ketika RSUP
oleh UU BUMN di dor&" b‘-'l’l'! pefiM atau persero, sedangkan RSUD
dikembalikan ke LTD. Bentuk LTD ini diperkuat oleh UU No. 32 tahun 2004.

Tahun 2004 terjadi korporatisass RSUD DK Jakarta dengan berubahnya
tiga RSUD DKI menjadi PT RS. Barangkali untuk lima tahun kedepan bila tidak
ada perubahan pada UU 32/ 2004, maka hanya tiga PT RSUD DKI Jakarta inilah
satu-satunya kel embagaan RSUD yang berbentuk perseroan.

Dalam tabel dibawah ini dikemukakan tentang perbedaan antara Perjan,
Perum dan Persero :
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Tabel 2.2. Perbedaan Perjan, Perum dan Persero

Perjan Perum Persero PT
Pemilikan Aset Pemerintah Pemerintah | Rumah Sakit | Rumah Sakit
Keuangan
1 | Operasional | Rumah Sakit | Rumah Sakit | Rumah Sakit | Rumah Sakit
2 | Gaji Pemerintah | Rumah Sakit | Rumah Sakit | Rumah Sakit
3 | Investas Pemerintah Pemerintah | Rumah Sakit | Rumah Sakit
SDM PNS Pegawal RS Pegawal RS Pegawal RS

Sumber : Rijadi dalam oI
K elembagaa

Umum Daerah, Perubahan Bentuk
No.4 Januari 2005

~gla) 3 Kan menjadi studi
kasus Y

1. Mal3 g Ma ‘ jgan yang

prengatts kel embagaan ) . Y 2001 yang
anny3 dipe [ ga, < j ofesi, dan

D epae . Alura : lainnya
peraturan/perdnda ] ) - dunia
sakitan. Artinye S [ i dampak dari

p perundangaltotidal

2. Departemej ﬁm‘

efhp 'arah chij

an kelembagaan
peru iphacenesia Kita llhd Dahwa.se rafuran perundangan
yang mengal Fﬂ?ﬁ aturan perundangan di

wﬁ’ arl peraturan tersebut. Padahal
bentuk kelembagaan RS akan't

berdampak pada kualitas pelayanan RS itu sendiri.

bidang lain, dan R

gngatur pola mangemen pengelolaan RS, dan

3. Mengapa setelah 60 tahun merdeka kita belum mempunyai Undang-Undang
RS untuk mengurus lebih dari 100 RS bailk pemerintah atau swasta di
Indonesia? Sehingga kelembagaan RS pemerintah, RS swasta, pengertian
profit/non profit, pembiayaan atau pelayanan, isu orang miskin, menjadi jelas
karena diatur khusus guna kepentingan RS secara kesel uruhan.
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4. Kaau kita melihat bahwa kelembagaan PT RS adalah suatu bentuk akhir dari
skala kelembagaan RS Pemerintah, yang bervarias dari LTD sampai
persero/PT. Kalau kita juga melihat bahwa LTD, BUMD, PT hanya suatu
aat/cara Pemda, yang mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan
fungs pelayanan kesehatannya yang diamanatkan oleh undang-undang,
mengapa kita harus meributkan hal-hal seperti ini.

5. Kaau kita lihat tiga PT RSUD DKI Jakarta adalah satu-satunya RS
pemerintah yang berbentuk PT untuk 5-10 tahun ke depan (kecuali ada RS
perjan yang berubah mes 8or0), mengapa model ini tidak kita

pakal sebagailistie : abagaan RS pemerintah.
Bukanka BUIE ) an, action research.
ar hukum perda
sogial, sebuah
saKi ndonesia

RS yang

¥ BUMD, RSHJ asalya-adalah sebuah

ayasgaiden RS Pas . Fialah RSIRI Penida DI dan RS
Apaka eda 0 elum akan

Waruh pada : A -. on RS (marWstrategis,

gan, manajW)arang dan

0 ;180 pad itas Iayanan

pasi engya’ 2 hikna ta a B Tnampu meningkatkan

kualitas p ancey and BEAN?

6. Seandai nya wkorporasi, maka model
ini menjadi penting un asa.dep erintah Indonesia

7. Pada saat ini terdapat “paradoks kelembagaan RS pemerintah di Indonesia“.
Di satu sis kita melihat 13 RS perjan yang oleh Undang-Undang 19/2003
tentang BUMN diharuskan menjadi RS perum atau RS persero malah mundur
menjadi RS BLU. Di sisi lainnya kita lihat 100 dari 400 RSUD yang telah
menjadi RS swadana, dan selama lebih dari 10 tahun mengel ola keuangannya
secara mandiri diharuskan oleh PP No.8 tahun 2003 dan UU No0.32 tahun
2004 menjadi RS LTD. Paradoks terjadi karena RSUP di dorong dari
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birokrasi ke korporasi tetapi gamang dan kembali ke birokrasi, sedangkan
RSUD ditutup pintunya untuk berubah ke korporasi dan tetap harus menjadi
aparat birokrasi. Kita semua menjadi bingung mau dibawa kemana RS
pemerintah kedepan : Kearah korporasi atau birokrasi? Tantangan lingkungan
dunia perumahsakitan menjawab kearah korporasi, apakah RS pemerintah
akan menjawab dengan kearah birokrasi? (Rijadi, 2005).

Pilihan perubahan bentuk hukum RS dapat menimbulkan kerugian dan

kesulitan menurut Soenantoro (2004), seperti :

1. Berdasarkan aspek hist R. menjadi RS for profit dapat

bertentangag 0

Keagamaan dan sosial,

2. M g ' ef ersebut diawali dari
embaga usaha

A 1JOuUMe

RSUD, meru

baf otons RaNg| namun

hukum

alain:
RSP maka p i arakat

pasien kurwmpu/mlskl n

- o
2. A ‘\ karena masih
ju dirubah menjadi PT?

ayanan kesehatan di RS di era

ku
&

Pada saatnya nanti
global mau tidak mau harus menggunakan/menerapkan strategi yang mengacu
pada badan usaha. Ini berarti bahwa strategi RS dalam menghadapi era globalisasi
selain harus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan melalui
peningkatan daya saing sumber daya manusia secara individual, juga
meningkatkan daya saing manajemen RS sebagai organisasi (Koeswadiji, 2002).
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2.2.2. Perseroan Terbatas Rumah Sakit sebagai Badan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  tahun 1995 pasal
1 butir 1, Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah
badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007,
definis PT sedikit dikoreks yai
merupakan persekutuan mod

Lebih g

perseroan adalah badan hukum yang

a Perseroan Terbatas

i kan dalam anggaran
3 pamilik perusahaan

ang dapat
. Pemilik

anggu jawdl Ng leffalcas,  Ya alam yang

eajadt bukti pem

Apabila utang pertsaha getebihi _kekayaan sahaan, maka
alenindn utang Sebut (1d A Ji fangging jawe megang saham.
Af ghaan ntunga dibagikan
saham akan

sediaigelengean ketentuan
keunWyang disebu ang d
keuntun ang Mm‘i\ h’

Men bsilbdan Kan ang.d abrany (2005) badan

) Al .
Cal LISC

bagian

ergantung kecilnya

hukum PT di asta, BUMN/BUMD
dirancang untuk e 'H' esehatan serta lembaga
pendidikan dirancang m W am meningkatkan kesejahteraan

umum.

Menurut Marwoto yang senada dengan Soeroso dan dikutip Lestari
(2004), bagi rumah sakit yang berbentuk PT atau RS pemodal dalam
mel aksanakan fungsi sosialnya seharusnya menyisihkan sebagian keuntungan dan
haknya pasien tidak mampu yang tidak menggunakan fasilitas 10% tempat tidur
di rumah sakit tersebut.
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Adapun beberapa karakteristik badan hukum PT adalah sebagai berikut
(Ardiansyah, 2007) :
1. Pemilik negaraatau perorangan atau badan hukum
2. Moda minimal dua puluh jutarupiah
3. Tujuan bisnis dalam arti luas, fungsi sosial keagamaan atau kemanusiaan,
bukan yang utama namun dapat dinyatakan dalam anggaran rumah tangga
PT
Aturan UU Perseroan Terbatas, UU Terkait, AD, ART
Adanya pembagian ke

ggang saham
Lain-lain a RaMmi secara umum

RS berba

N o o A~

iman suatu badan

a No.15 1A , um UPT

Reba enj adigPe

wa PT RS PasarfReb@i8e aiffmemberikan pela umnya,

jude al kewaibanantuk pelayananssosial, te K p Hiskin atau
i hiasa

N g nbali dalamw

r pola pem euntungan

; K.‘ -..‘ kelhgan digunakan
E ‘”‘i gon_perseroan dan 20%
: , . Penggunaan laba
ditahan  ditujuka e 'ﬁ‘ 'Uanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Pema W %iki 99% saham dari PT RS ini
tidak mengambil bagian sedikitpun dari keuntungan perusahaan (Rijadi, 2005).
Arahan kelembagaan RSUD di DKI Jakarta sangat jelas, RSUD menjadi
PT namun tetap menjadikan masyarakat miskin sebagai tugas pokoknya. Tetapi

Is yang

laba digunakeé

pembiayaan orang miskin bukan menjadi tanggung jawab RSUD, tetapi tetap
menjadi tanggung jawab Pemda DKI. Tugas utama RSUD adlaah meningkatkan
kualitas pelayanannya sehingga mampu bersaing dengan RS lain minimal di
ASEAN.
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2.3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.29 tahun 2006 tentang BLUD

Peraturan Gubernur Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29
Tahun 2006 adalah tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

A. AzasDan Tujuan
1. Azas
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan PolaRe
mel akukan kg
a. Pening

Rgan Badan Layanan Umum Dagrah

kemanG
a1 Uce "- (

dal’l Per kat el o

yel efifigaran pel Yapaisesiaildlengan prakie 30i s yalg Sel
enguta ke

WapatandanB Ja pada APBD d
k. Mabel
2.
an Umum Daerah

.‘syarakat dalam rangka

askan kehidupan bangsa dengan

memajukan kesejahter
memberikan fleksibitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

B. Persyaratan, Penetapan Dan Pencabutan
1. Gubernur dapat menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis,
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dan administratif untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, sebagaimana dalam lampiran.
2. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud adalah :
a. Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
b. Menyelenggarakan tugas dan fungs yang berhubungan dengan :
1. Menyediakan barang/jasa untuk layanan umum.

2. Mengelola wilayah/kawagsan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian mgas ayanan umum.

3. S . gka meningkatkan  ekonomi

asional yang

gutamak ungan.

ja pelayanan tuga ungsnya layak dikel gkatkan
capaiannya melalui Pola’  Pengelole gan Badan

L lan Kerja
gkat Daerah } @ A d

Wja keuanga Daerah/Unit W&uan Kerja
kat sebagaimana
diturjukk ﬁ«:ﬂ/\mm“ Pgla  Pengelolaan

. Dokumen. g‘ ,n. Euangan Badan Layanan

Umum Daerah adal'®

e Daftar aset termasuk nilainya sehingga akan diketahui kekayaan yang
dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang akan diusulkan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

e Pendapatannya menunjukan kecenderungan naik dari tahun ke tahun
sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah tersebut dapat mandiri.
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e Prosentase cost recovery sebesar 60% untuk mengetahui seberapa
besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalan satu
tahun anggaran.

e Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud terpenuhi apabila
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen
berikut :

= Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan, )i Mmasyarakat, disusun dengan

RPIT.

k diaudit

8l pernyat

el ola mecupakan feratdign iffernal yang meng

g |ata |addana dengartiienperfatikangkebutuhs anisasl perembangan
AN

fan st yano ektivitas
iayaan, serta % h m ayamanusid

bWtabilitas, yal pengelolaan W daya serta

..,- ol al ) C 1V ) eRaA0c Satlherja Perangkat
£y ¥4 3

Dag G ' aerah g bersangkutan
dala ey yiodik.

C. Transparmi ij g dibangun atas dasar
kebebasan arus in oSl secare sung dapat diterima bagi yang

membutuhkan.

5. Rencana strategis bisnis mencakup :
a. Vidg, yatu suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
b. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik.
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c. Program dtrategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai
lima tahun.

d. Potens, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

e. Pengukuran pencapaian kinerja yaitu pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai
dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjaan.

6. Laporan keuangan pokokst

a. Laporan B asional Keuangan, yaitu

lapora ami yang dikelola,

realisasinya
dan belanja.
an posisi

epfentu.

as ya yang_ menyajikag as kas
ubug dengaltaktiVit: rggienal, 1nv s dan trapsaks non

fn yang o A enerima aran, dan

akhir kas sel g@ifia pe
&
Jkumen yanW penjelasan

dﬂan atas Iap -
ndf at ' ! . am ran Refallsaé

A s Kas, diserta
lapor
7. Standar Pela

oleh Satuan Kerja

an yang harus dipenuhi
erja Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.
8. Laporan Audit adalah :
a. Laporan audit merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan diusulkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah.
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b. Dalam ha Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah belum pernah diaudit, Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat
pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun sesuai
formulir .

9. Dokumen di atas disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan untuk
mendapatkan persetujuan.

C. Penggunaan Pendapatag
1 Pendapatan 5 -1 t Kerja Satuan Kerja

Keuangan Badan

ang dan atau
utuhkan
Repigokatan Sumber Daya M@lusi
2 Penggunaay Oapataiga efja._Rerangkat Bigesah/un ja Satuan
Fgkat D 8 : lengel o AN Badan

Umum Dae ﬁ ax investasi %\rw

hWeblh dulu me nur. H
AN K

3. Bel uag Ja Perangkat
Daerahya rm’m

Dagerah di

pegana. ‘l-"" O )“—'
D. Kepegawaian
1. Pegawa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

u
]

Badan L ayanan Umum

a modal dan belanja

Umum Daerah dapat terdiri dari :
a. Pegawai negeri sipil
b. Tenaga profesiona non pegawai negeri sipil
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2. Pegabat pengelola dan/atau Pgjabat Struktural lainnya Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diangkat oleh
Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina Teknis sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga profesional non

pegawai negeri sipil dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Unit Kerja Sal at Daerah yang menerapkan Pola

Pengelolaa ‘ il b

Satuan K heY & p ,
4, Perg ~ o

) .i Daerah Pe

i dan dilaporkan kepada

aga profesional

0@ peraturan

beg@Paya Manusia
gidaya mangsia. (SD | miaksudkan

pemb ga  kerja

Dip I jenis akti b fungs: manajemensSPM dapat
dikl menjadi f i jer fungsi admlw dan fungsi
operasuon#anaj e

_... J’ g ::::| aI tehat digambarkan

pada bagan di_bave

Y N
ook 4

Tenaga
Mana Seni ker'g
jemen | dan - Fungsi - : Jh Daya guna
SDM 1 ilmu | administratif > (buruh/ q dan
karyawan/ Hasil guna
pegawai)
Lp| Fungsi

operasional 4

Gambar 2.3  Fungsi-Fungsi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber : Sastrohadiwiryo, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia
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Sedangkan menurut Sihotang (2007), fungsi mangemen sumber daya
manusia ada dua, yaitu:
1. Fungs Mangemen : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan.
2. Fungs Operasiona : pengadaan, seleksi, pelatihan, analisa pekerjaan,
penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian,
pemeliharaan, pel epasan.

2.3.1. Fungs Operasional (@ pction)

Fungs opgiesion 3 akan yang harus dilakukan
mana emen y Jawabnya. Daam
perusahaail b 103 : 3 ajemen karena

pperasional.

an meli A . organisasi, aan tenaga
. N ie-accri
o G

inerja, penilaian

Seleksi meliputi perekrutan t a kerja, wawancara, pengadaan ujian,
penyeliaan, dan penempatan tenaga kerja baru.

4. Pengembangan dan pelatihan
Kegiatan pengembangan dan pelatihan meliputi pengenalan tenaga kerja,
pelatihan di tempat kerja, pelatihan penyelia, pengembangan manajemen,

pengembangan organisasi, dan program-program pendidikan serta beasiswa.
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5. Administrasi ggji dan upah
Kegiatan ini meliputi penyediaan upah penilaian kinerja, sistem pembayaran
berdasarkan kecakapan, rencana-rencana hadiah dan perangsang dan imbalan
jasabagi pejabat pimpinan.

IS

Lingkungan kerja
Kegiatan ini meliputi program-program keamanan, pelayanan medis dan
kesehatan, kondisi kerja dan keamanan perusahaan.

~N

Penyeliaan kinerja

Kegiatan ini meliputi disiplin dan penyuluhan, kenaikan

pangkat dang G .. i ; erja.
8. Hubunga
ikatan, perundingan

CA a,

suransi,
giatan_sosial, baniudag gan dan
ndafan dar ngangkutand fasilitas
gorta pa
dan riset

W penilaian d -laporan, peW‘nan warkat,
sert gum rj v.,.‘uh khaan intern dan
penyestia | A6 % -“

MenurutU ﬁ \ ajemen SDM adalah :
1. Analisis pekerjaan "'-"'

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menganalisis atau mengurai pada setiap

pekerjaan yang akan diberikan kepada tenaga kerja agar dapat memberikan
pola kerangka menyeluruh tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap
tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu.
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2. Perekrutan tenaga kerja
Kegiatan perekrutan tenaga kerja dimaksudkan untuk pengadaan dan
penarikan tenaga kerja guna mengisi posis dan formasi yang belum terisi
maupun bagian atau tugas baru yang diciptakan dalam perusahaan.

3. Seleks tenagakerja
Kegiatan seleks tenaga kerja dimaksudkan untuk memilih tenaga kerja yang
memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitasnya.

4. Penempatan tenagakerja

Kegiatan penempatan o sudkan untuk menempatkan tenaga
kerja sebag .- na peke: Alposis yang sesual dengan

5.
* lka anfpenerangan
: ula beke 1g baga mana

ald Derusahaan

giberlaku dalam per ain itu
t gefain tidakimerasa oS ngifterhadap

aga kerja

an kompens:
K eghgigh pemi 5&sas i ik mefiperikan balas jasa
atau imbal™ ﬁ 0a0g ey o “ Kerja tersebut telah

i , Na ahaan. Kompensasi
tidak terbatas s '@ 'L;Egaji, upah, perumahan,
pakaian, tunjangan kelgrge W ) atan, tunjangan pangan, dan
tunjangan lainnya.
7. Pendidikan dan pelatihan
Kegiatan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan dan
mengembangkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan tenaga
kerja, baik yang akan diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang baru
maupun yang telah memiliki tanggung jawab sebelumnya. Dengan demikian,
tenaga kerja yang bersangkutan dapat 1ebih berdaya guna dan berhasil guna.
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8. Penilaian kinerja
Kegiatan penilaian kinerja yang dilakukan terhadap tenaga Kkerja
dimaksudkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dan sedang dilakukan,
juga dimaksudkan untuk mengetahui sgauh mana kemampuan, kecakapan
dan keterampilan kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja.

9. Mutas
Mutas bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk memindahkan tenaga kerja dari
suatu unit/bidang/bagian pekerjaan lain dalam suatu perusahaan atau
perusahaan lain yang_.g
sebelumnya

gt atau sejgjar dengan pekerjaan

10. Pro

saga kerja
mengge dalam

3 R G e

ja  yang
lan gairah ng tinggi.
N no.lA.ﬁ .,A.-:i\. dintenaga kerja dapat

asa suka terhadap
13. Pembinaan disiplin k@‘ v L

Pembinaan disiplin kerja dimaksudkan agar tenaga kerja dapat menaéti

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap norma, peraturan dan

kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.
14. Penyeliaan tenaga kerja

Penyeliaan tenaga kerja dimaksudkan untuk memantau atau memonitor dan

mengevaluasi pekerjaan yang telah, sedang dan akan dikerjakan oleh tenaga
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kerja.  Dengan demikian apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang
telah ditetapkan, diadakan tindakan perbaikan.
15. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja dimaksudkan untuk memberhentikan tenaga kerja
dari jabatan atau pekerjaan semula, baik atas prakarsa tenaga kerja yang
bersangkutan maupun oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kerja pada
prinsipnya dapat terjadi karena salah satu atau kedua belah pihak merasa
rugi apabila hubungan kerja dilanjutkan.

Beberapa ahli me gana dikutip dari Sihotang (2007)

bahwa fungsi-fug

1. Siagianny : : anusia terdiri dari
er‘ > tenaga kerja,
D , audit kepegawa

C1 1y dle

perencanaan_ (plannig),

(difecting pengendalig

gan (¢ egra&an

I ion), pemeli a h é |<|p||nan p
3. menyataka Bnaj emen su ya manusia
terd:‘arl a0 an. beba pen auanhan, klasifikasi
jabatag,atat f uu;l*‘“‘ an_tenaga kerja dari

sumberny du

A eCakapan pegawai,
penyewaianﬂ hplin, keselamatan dan
kesehatan kerja

4. Heidjrahman Ranupandoyo dan Drs Suad Husnan menyebutkan fungsi-fungsi

mangjemen sumber daya manusia terdiri dari fungs manajemen dan fungsi
operasional yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian,
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan
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5. Henry Simamora menyebutkan aktivitas-aktivitas mangjemen SDM berupa
perencanaan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan, pengembangan, pemberian
kompensasi, pemeliharaan karyawan, hubungan kerja karyawan

6. Sihotang menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia
terdiri dari analisis jabatan pekerjaan, rekrutmen, seleksi penyaringan,
penempatan, pengembangan dan pelatihan, perencanaan Karir, sistem
pengupahan dan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan hubungan
industrial, kedisiplinan,
Keselamatan dan Kesehai

2.3.2. Sdé€
3| enurut Dessler

ada karyawan.

pemberhentian dan pemensiunan, program

uan yarg : el akukan
aryanwal ifen, kasar
Baggarggu  tidak stasil secara _efektif. da dan
*Nderita - yaring ¢ ary. g tidak
Xah seb 1er'6 an, buka 5

dan mempekex; aryawan

Jorang tukanw pun dapat
membu bi ayamiit ate g 5 D an dan waktu
o AL SN

penyeliaa oté e _adalah sepuluh kali
lebih tingg enambahkan tpa waktu wawancara,

ha ini ﬁti am ada dampak hukum dari

mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Pengadilan akan memutuskan

pemeriksaan ref
Ketiga,

pengusaha bertanggung jawab saat karyawan dengan catatan krimina atau
permasalahan lain.

Berdasarkan pendapat Ilyas (1999), dalam proses seleksi calon pegawai
diperlukan pemeriksaan referensi yang bertujuan sedikitnya padatiga hal, yaitu :
1. untuk membenarkan informasi yang diberikan
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2. untuk mendapatkan informasi tambahan tentang pengalaman kerja calon
pegawai

3. untuk mendapatkan informasi tentang prestasi kerja kandidat pada posis
sebelumnya.

Pemeriksaan referensi hanya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atau ijin

dari calon pegawai untuk menghindari tuntutan secara hukum.

2.3.3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adg al_hasi| karya personel dalam suatu
organisas mel al LSt f slke 2 ga hakikatnya, penilaian

kinerja merug ja personel dengan

il& pegawai.

proses

strategis

dalam tujuan spesifik, an melatih para ke api tidak
emi nerja aNen Sete aa T hanya mémberikan

. Ked 1k isan da enyusun
dalam

na untuk mengkors . rangan yanggeli
penilw untuk men dilakukan benar oleh

bawah e .ﬁ 7 ; | “ en karir dengan

memberikan, Kee awan  dengan

penilaian hampir y
Proses penilaian ki t6

1. Mendefinisikan pekerjaan

5 vesifik.  Akhirnya,

. Uatan gaji dan promosi.

ap (Dessler, 2006) :

Pendefinisian pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dan bawahannya
setuju dengan kewajiban dan standar pekerjaannya.

2. Menilai kinerja
Penilaian kinerja berarti membandingkan kinerja  sesungguhnya dari
bawahan dengan standar yan telah ditetapkan, ini biasanya melibatkan

beberapa formulir.
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3. Memberikan umpan balik
Penilaian kinerja biasanya membutuhkan ses umpan balik, di sini bawahan
dan atasan mendiskusikan kinerja yang dicapai dan kemaguannya dan
membuat rencana pengembangan yang dibutuhkan.

Konsep dasar penilaian kinerja ada empat hal (llyas, 2002), yaitu :

1. Memenuhi manfaat penilaian dan pengembangan
Manfaat penilaian maksudnya penilaian kinerja ditujukan pada pekerjaan
yang telah dan sedang dilakukan personel, sedangkan manfaat pengembangan

dilakukan pada pengembsé B aan di masa datang melalui :

a pembesi

dan kekurangannya

enite - ‘ dengan
, tidak berkaitan @
men an pentiai ecara [tepaiio e 0i rSonal bias

3. an dokume 3
enilaian kinafjaiha gt seeararesmi dan tertwmggadapat
dik ol el st i€ eka“at mel akukan
o S

penyeskiaidl : Setigps "pekerjaan yang menjadi

tanggung .
# ' jman organisasi)

4. Merupakan .
Proses formal maksu ) W i ibuat secara tertulis dan formal

dengan sumber data berasal dari catatan observas hasil karya personel secara

kontinu. Proses non formal yaitu pengamatan yang dilakukan pimpinan dapat
setiap saat guna memberikan umpan balik kepada personel.
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2.3.4. Pemberian Kompensasi

Menurut Sastrohadiwiryo (2005), kegiatan pemberian kompensasi
dimaksudkan untuk memberikan balas jasa atau imbal an jasa kepada tenaga kerja,
karena tenaga kerja tersebut telah memberikan kontribusinya dalam mencapai
tujuan perusahaan. Kompensas tidak terbatas pada imbalan tertentu, tetapi
meliputi gaji, upah, perumahan, pakaian, tunjangan keluarga, tunjangan
kesehatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya.

Tujuan pemberian kompensas,_adal ah (Samsudin, 2006) :

Pemenuhan kebutuhan gk

Meningkatkg 5[0

Memaj

M eqeipta j = ; kompensasi
> i ‘/Q awan pada

dijelaskan
Setia@upeker)a ferhak memperol ehglRehe an yang

A w0 DdoE

0
lang-U a0 R 0.1 N

gupaha

mewuj udkan

| peaghieUpan Yamg |ayaksbani Kemanusice Untuk
ang me i { ak taf merintah
kebijakan peg
Wn kebijakan

dari p an fus

J A .
kebijakan R .f‘ asing. A
misalnya atas O PENT

g struktural, dan lama
bekerja (Gani, 200" 7 %
Dalam Peraturan i h‘»“ 2 h 2005 tentang Badan Layanan

Umum dikena istilah remunerasi. Gani (2005) menyatakan bahwa pengertian

D0i pekerja.
pors “jasa sebesar 35%
g sebutigigerahkan kepada
8CQLE. dan pembobotan,

remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja, yang umumnya diukur
dalam nilai uang. Tidak ada formulasi baku yang dapat berlaku di semua keadaan
dan di setigp waktu, artinya relativitas dan subyektivitas selalu menyertai
penghitungan dan penetapan remunerasi. Berdasarkan peraturan pemerintah
tersebut dijelaskan bahwa termasuk dalam remunerasi adalah imbalan kerja yang
dapat berupa ggji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan
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pensiun. Penetapan remuneras  harus mempertimbangkan prinsip
proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.

2.3.5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan berbeda dengan pelatihan, pendidikan lebih bersifat filosofis
dan teoritis. Pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang sama yaitu
pembelgjaran. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat

spesifik, praktis dan segera. Spedifik berarti pelatihan berhubungan dengan

bidang pekerjaan yang di dan segera berarti yang sudah
dilatihkan dapal 5 o[ 3 dimaksudkan untuk
memperbaiki aktu yang relatif

singkat.

Ak'Sanak 4 ' ikan ¥ lokter atau
Setiap dokter yaR praktik wajib mengikuti an dan
perkela

pelati di NG
Ik yang

kebutuhan, t-u ﬁ ui-
0 ebutuhan pw yang akan

an, menga
aﬁdan ang r serta tujuan
&L TN

menghasilkan is

program pel . tlvitas.
3. Meakukan validas, atihan menygjikannya kepada

karyawan yang mewakili

itu (Dée
rampilan kegy

dil

4. Menerapkan program yaitu melatih karyawan yang ditargetkan
5. Evauas dan tindak lanjut, dimana mangjemen menilai keberhasilan atau
kegagalan program ini.
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24. Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit

Mangemen sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan bagian
integral dari keseluruhan mangjemen rumah sakit. Strategi mangemen sumber
daya manusia sebenarnya juga merupakan bagian integral dari strategi rumah
sakit. Dengan pemahaman bahwa sumber daya manusia adalah aset utama rumah
sakit, mangemen sumber daya manusia yang strategis memandang semua
mangjer pada tingkat apapun baik secara struktural maupun fungsional sebagai
mangjer sumber daya manusia (Soergso, 2003).

Untuk dapat memp
melakukan restr,
rumah saki

Transformasi : DA

ag yang lebih, sebuah organisasi
akan salah satu strategi
kualitas pelayanan.

jvitas, kualitas
anpengaruhi
A"satu tan . ANa| € ber daya

fiai.pada mana emennyd athis, 200

Salah 3 paya "‘pe ) UB g 0 'Se adalah
¥ mpina 1 ah sd erancang
DM rumah § -y ;4‘ % fungsi pelwap unit,

bagi if instalasi ru dan ketramipi erencanaan

SDM ruﬂsaklt " H::: iF |I|k| pimpinan di
Setlaplev Nanal Mah SS m

Beberé manusia sebagai

; , yang menciptakan

nilai tinggi dan membed re ,'QEJ.‘ ergeltt dari persaingan) adalah dengan

menarik (perekrutan)  dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki

kompetensi inti

profesionalisme dan kemampuan serta membiayai pelatihan mereka, dan
memberikan kompensasi agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Salah
satu tujuan dari perekrutan adalah untuk menyediakan jumlah tenaga yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan mengerti apa yang dilakukan oleh
tenaga kerja, analisis pekerjaan (job analysis) adalah dasar dari fungsi perekrutan.
Dari sini, uraian pekerjaan (job descriptions) dan spesifikasi pekerjaan (job
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specification) dapat dipersiapkan untuk proses perekrutan. Proses seleksi
sangatlah menekankan pada pemilihan orang yang tepat, sesua kriteria
persyaratan, untuk mengisi pekerjaan yang lowong (Mathis, 2001).

&
>
<

/.
=
s

L ZaS>>
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BAB 3
GAMBARAN UMUM RSUD PASAR REBO

3.1. Sgarah dan Perkembangan

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dalam sejarah perkembangannya
telah mengalami beberapa kali transformasi, termasuk perubahan bentuk badan
hukum, sebelum akhirnya menjadi rumah sakit seperti sekarang ini. Berikut ini
ami oleh RSUD Pasar Rebo dari cikal bakal
alun 2009.

adalah bentuk transformasi yang dig
rumah sakit sgjak tahun 194§

Tah

C

njacdi R dlas C, penimgkaan kelas
d|t 8 esNo303 5 ¥o87

4 ad R PrPasar Rebo
f %&A -. bah . paru, bedah,

-‘"L“"!.:.ﬂ&mml_& s elie Ci da'al’n, kUllt,

A L i Ste
- SUDYPA sgai UPT Dinkes DK
Transformasi 111 G 1l CRCREEr B o ™ G bernur DK Jakarta

tahurm463e

Tahun 1990 "fMempunyal anggaran rutin sendiri yang
terpisah dari anggaran rutin Dinas Kesehatan DK | Jakarta
1992 Berubah menjadi RSUD uji coba Unit Swadana Daerah
dengan SK Gubernur DK Jakarta N0.994 dan 945 tahun
1992. Uji coba RSUD Unit Swadana Daerah yang
1994 pertamadi Indonesia

Dengan keputusan Gubernur RSUD Pasar Rebo dibangun
Transformasi IV | gedung baru dilokasi yang sama

Luas bangunan ditambah dari 4.600m? menjadi 18.000m?
Semula hanya berlantai 2 berubah menjadi gedung 8
lantal
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1996 Resmi ditetapkan sebagai RS Unit Swadana Daerah
dengan Perda DKI Jakarta No.2 tahun 1996, 12 Juni
1996, blok 8 lantai selesai, dalam seminggu seluruh
kegiatan RS dipindahkan ke gedung baru

1997 Seluruh bangunan selesai dan berfungsi penuh

1998 Ditetapkan menjadi RSU tipe B dengan Perda DKI
Jakarta No. 4 tahun 1998

Transformasi V| Lulus akreditasi penuh 3 tahun

Tenaga dokter sepesiais bertambah : orthopedi, saraf,
urologi, psikiatri

1999 Sedang dianalisa kemungkinan perubahan status badan
hukum yang al_dengan kebutuhan organisasi saat ini

2003

iy 1SO 9001, standar
Transformagi .\

ah, pendirian PT
o f5 tahun 2004

T Rumah

A9 tahun 200

SuTBERProfil RSUD Pesd b3 tahlin 20030 |

R EAS D
3.2. Visi dan

A.Vis

hal itu dihubungkan dengan keingi mah sakit untuk mencapal sesuatu yang

terbaik. Vis RSUD Pasar Rebo adalah “Menjadi Rumah sakit yang terbaik

dalam memberikan pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat” .
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B. Mis

Misi adalah upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mencapal visi dan
tujuan jangka panjang. Ketetapan misi rumah sakit sangat penting karena
merupakan acuan kerja rumah sakit. Adapun miss RSUD Pasar Rebo adalah
"Melayani semua lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan
individu yang bermutu dan terjangkau” . Misi ini menggambarkan bahwa RSUD
Pasar Rebo melayani semua kebutuhan pasien dengan harga yang terjangkau

untuk semua lapisan masyarakat disertai kualitas pelayanan yang baik.

3.3. Motto
erysahaan jasa yang
)0 tertulis yang

erte karyawan
po adalah

esehatan
ratif), pemuli abilitatif)

paya pence%r(preventif)

5 rulh (Pergub DKI
LY ¢

35, Kebijakanv" \

Memberikan pelay ermutu oleh SDM profesiond

dan meningkatkan pelayanan secara bertahap yang didukung oleh sistem
manajemen mutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.6. Sasaran Mutu
a Meningkatkan jumlah kunjungan 7,5% dari tahun 2008
b. Menurunkan jumlah keluhan pelangggan 50% dari tahun 2008
C. Indeks kepuasan pelanggan 3 dari skala4
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3.7. Strategi Mutu
a. Optimalisas fasilitas
b. Penambahan model produk (NICU, Haemodialisa)
c. Pengembangan sarana dan prasarana menuju pelayanan tersier
(endokrinologi dan kulit kosmetik)
d. Menyiapkan dan mengembangkan SDM menuju pelayanan tersier
tahun 2011

3.8. Tujuan
Tujuan RS
tu dan terjangkau

kepada masyarakat

g memilik ofif ofesional
OO € ; mampu

kedokteran dan-keseha

tujuan ter a arah
Pasar Reb

# -.q:..- l_; oNel1 me atorwwgkatan angka

. Mé nda dengan  melengkapi
pera
c. Mengembangk

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar

kompetens  yang mencakup
yang ditetapkan

d. Melaksanakan Hospital By Laws, dengan penetapan standar etika
profesi di rumah sakit
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3.10. Susunan Pg abat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
Untuk saat ini dewan pengawas belum ada ketetapan. Sedangkan
susunan pejabat pengelola BLUD Pasar Rebo adal ah sebagai berikut :
a. Berdasarkan SK Gubernur Propinsi DK Jakarta No. 1697/2008
Direktur : dr. Dolly Olga Tenny Tahalele
b. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta
No. 932/082.72/2007
Wakil Direktur Pelayagan
Wakil Direk

:dr. Abdullah Hassan, SpB

8 gnny Jandiana, SpBO
lah Bachmid, SpR
ladiah, SKp

0g Rukmi W

:DrS7E Jang | ARS
Ol & ) 5 | cU aS i’ARS
O SU 5 D

Pasa ak di J.

ar Rebo, Jakw Telepon
o
>

okasi
jen TB Simatug

09 dan 8401
3.800 m?, terdiri

dari dua i : 8 dengan total luas
bangunan 18.000 nT*%8n Kk egiatan operasional, rumah sakit

memiliki sumber daya listrik dari PLN dengan kekuatan daya sebesar
1.200 KVA dari generator dengan daya sebesar 750 KVA. Sedangkan
sumber air diperoleh dari PAM dan sumur dalam.

Sarana komunikasi yang dimiliki antara lain telepon (Billing
telepon CAS 2000), mesin fax dan sound system. Sedangkan sarana
transportasi yang dimiliki adalah 5 buah ambulans dan 2 buah sepeda

motor. Namun dari 4 unit ambulans yang ada, 2 buah diantaranya
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merupakan milik koperasi dan dikelola oleh koperasi. Selain berbagai
sarana tersebut, Rumah Sakit Pasar Rebo juga memiliki berbagai sarana
penunjang di luar core business-nya, yaitu sebuah kantor kas bank, kantin
yang buka selama 24 jam, sebuah |apangan tenis, guest house dan asrama
perawat. Secararinci dapat digambarkan sebagai berikut :

Luas Tanah : 13.800 M2
Luas Bangunan . 18.000 M2
Luas Parkir : 10.125 M2

DayaListrik

g

aKomu

00 Kva

enag
an Sta Ded
Tabel 3.2. lah ﬁ Berdasarkan Status Kt

St J A t

3 2006 2008

Pegawai HI'Z{ ﬂ_—’ \-J!'l‘l‘ o, 232 222

Non PegawaisNegerisSi F@‘ )G 523 | 532

Total

768 755 754

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian
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B. Berdasarkan Diferensiasi Tenaga
Tabel 3.3. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2006,2007 dan 2008

No Profesi Jumlah
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

A | Dokter Umum 22 22 22 19

B | Dokter Spesialis 52 53 50 52
1 | Bedah 2 2 2 2
2 | Anak 4 4 4 5
3 | Penyakit Dalam 5 4 4 5
4 | Kebidanan & Kandungan 6 6 5 5
5 | Mata 2 2 2 2
6 2 2 2 1
7 2 2
8 4 3
9 1
1 3

24 | Gigi

Dok

WA k(RN Wk RN R ok RINw wo|w| NN NN D S

N[D R

Apoteke

Sumber : Sub Bagia

3.14. Fadllitas Pelayanan
A. Instalasi Gawat Darurat (1GD)

Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan 24 jam yang tersedia di
RSUD Pasar Rebo. IGD dilayani oleh dokter jaga dan perawat dengan berbagai
kualifikas kedaruratan dan dokter spesialis konsulen, adapun fasilitas pelayanan
gawat darurat dilengkapi dengan apotik 24 jam, laboratorium, radiologi, bank
darah dan ambulans. Mempunyai 18 tempat tidur menggunakan billing system
yang terintegrasi untuk pembayarannya.
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B. Instalas Rawat Jalan
Mempunyai 21 poliklinik spesialis pagi (klinik spesidis, klinik uji
kesehatan, dan klinik karyawan) serta mempunyai 19 polikinik spesialis sore.

C.Instalasi Rawat I nap
Tabel 3.4. Ruang Rawat Inap sesuai Kelasnya

Tempat
Kelas Kamar Tidur
Kelas 3A 5 40
1 | Mawar
2 Melatl |
3 [ cCe kY
4 | Dd B
£
>
"

Kelas VIP
KelasVVIP

PeipsfOion™ ol | 4 W
ol Ca

-
=’
>

| sofas

Sumber : Lapora

D. Instalasi Bedah Sentral

Instalasi bedah sentral merupakan ruang operasi yang dilengkapi dengn
perlengkapan yang cukup. Mempunyai kapasitas 5 kamar operasi dan melayani
bedah umum, bedah orthopedi, bedah mata, bedah kebidanan, bedah mulut, bedah
THT dan bedah saraf.
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E. Instalas Kamar Bersalin
Mempunyai kapasitas 8 tempat tidur, tarif ditetapkan berdasarkan tarif
perda dengan pelayanan yang dapat membantu persalinan normal dan persalinan

dengan penyulit.

F. Instalas Radiologi
Mempunyai kemampuan pemeriksaan radio diagnostik tanpa kontras dan

pemeriksaan dengan kontras.

G. Instalas Patg

Memp linik, hematologi,
imunol < ) PG taralain :
a. Patol [
b. B 00 :
/ tidur

@ A 2]
erawatan Cardie Unit (CVCV
Mnan ! |:::: ’bq ...-- |dur¥

pelayanan untuk pasien

C.

(menu biasa dan menu an shift sore, shift malam dan
petugas jaga. Pelayanan gizi bertanggungjawab dalam pengelolaan kebutuhan
perbekalan gizi rumah sakit meliputi, belanja makanan pasien, makanan pegawai,

aat dapur, belanja kemasan (tempat makanan) dan belanja gas el piji.
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K. Instalas Penunjang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

Pelayanan penunjang IPSRS bertanggung jawab mengelola kebutuhan
belanja dan pemeliharaan sarana rumah sakit yang meliputi belanja pemeliharaan
alat kesehatan, pemeliharaan alat kantor, belanja pemeliharaan gedung, belanja
pemeliharaan boiler, ganset dan alat berat lainnya, belanja sanitasi (K3L) dan
house keeping.

L. Instalas Farmasi

Pelayanag gyanan resep 24 jam,
mengelola < ; sakit yang meliputi
belanja ‘ g ) - 31 dan belanja
I aval jalan
farmasi

obat yang

elakukan

=. ﬁ ‘ emampuan
penyw dan pemul 3

-

Memp
a  Peatihan un | @ .ng)
b. Pendidikan formal un 3 W ke sama dengan institusi pendidikan

lain

c. Pendidikan untuk pihak luar RSUD Pasar Rebo (in house atau out side
training)

d. Pendidikan luar untuk pihak luar RSUD Pasar Rebo dalam bentuk kerjasama
pemanfaatan

e. RSUD Pasar Rebo sebagai tempat pendidikan mahasiswa D3, S1, S2
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f. Pelaksanaan studi banding atau kunjungan kerja dari pihak luar RSUD Pasar
Rebo dari RS pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan
O. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

SIM adalah salah satu sumber informasi yang dirancang untuk memenuhi
kebutuhan mangjer dalam organisass RSUD Pasar Rebo. SIM merupakan suatu
metode formal yang menyediakan informasi bagi para manajer secara akurat dan
tepat waktu, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dan
pel aksanaan fungsi-fungsi operasional secara efektif.

Pada tahun 2005_g
melakukan pengg
a. Paket gplj s
1 0

g ( -
: q W F
likas rekKam e

"

ama dengan pihak vendor untuk
agun adalah :

gram aplikas |ogreik
proggamrap! i kas akun
¥Fam apli
dala yang di

segi Wuan, ketra
13.15. Kipgyj
A.Instalas

Tujuan : : Keputusan Menteri
K esehatan Republik Indon /X1/1992 sebagai berikut :

a. Mencegah kematian dan cacat pada penderita darurat sehingga dapat hidup

Shle
ﬁoi asugan dari

dan berfungsi kembali di dalam masyarakat sebagai mana mestinya.
b. Merujuk penderita gawat melaui sistem rujukan untuk memperoleh
penanganan lebih memadai

c. Menanggulangi korban bencana
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Tabel.3.5. Kunjungan IGD RSUD Pasar Rebo Tahun 2006-2008

Tahun
Kunjungan
2006 2007 2008
Tota 19.955 21.496 22.054

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008

Grafik. 3.1. Kunjungan IGD RSUD Pasar Rebo Tahun 2006-2008

22500 -

&
2

4

L

) |

F i

. - a” f

L Vg . | & B

,..ﬂ_h\'f‘ > 4
j.'ll'.----...--_

......-—-...Illihl
o\
Sum aporan 067 aaP00e v

Dar grafik di atasg@epat ; s un 2007
elumnya sébese / [ ngan gawat

2008

: 08 kunjungan kembali

peningkatan k

al caya oleh masyarakat dengan
terbatas (PT) menjadi BLUD, masyarakat
menganggap rumah sakit tidak mengambil keuntungan (profit) yang besar.

meningkat dikarenakan r
perubahan badan hukum dari Perser

B. Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan merupakan bagian dari pelayanan medik yang
banyak dikunjungi pasien dan merupakan pelayanan terdepan. Citra rumah sakit
juga dipertaruhkan disini, sehingga dapat dikatakan maju mundurnya rumah sakit
bergantung pada pelayanan terdepanya. Ada 21 klinik yang beroperasi pada jam
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dinas, yaitu pukul 08.30-14.00 WIB dan sore hari yaitu pada pukul 14.00-17.00
WIB. Pelayanan pendaftaran rawat jalan didukung juga dengan sistem
pendaftaran viatelepon yang langsung integrasi dengan sistem billing rawat jalan.
Pola penyakit rawat jalan pada tahun 2008 bisa dilihat dari kasus
terbanyak yang terdapat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.6. Kasus Terbanyak Poliklinik Pagi Tahun 2008

No. | ICD X Nama Penyakit Jumlah
1 A15.1 | Tuberculosis of lung, confirmed by cultur only 9.901

2 111 Hypertensive heart di s 2.388
3 K04 Diseases 0 665
4 150 66
5 72
6

orrhage,or infarctio

Basiic |
h_

mERAtAEKT peringkat pert

bahwa il sl masih

arena kualitas Irgktingan hidup

liperlukan pefmyuluhan/promosi

tuk Berperilaku hidu dan menjaga

Grafi Raialadald
: . :

250000 l e ‘

200000 2

150000 4~

100000 -

50000 -

0 T - T - T 1
2006 2007 2008

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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Tabel 3.7. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pagi Berdasarkan Spesiaisasi
Tahun 2006-2008

No | Klinik 2006 2007 2008 Trend
1 Kesehatan
Anak 25,337 25,690 28,268 T 4.8%
2 | Paru

22,138 27,458 31,017 T 6.1%

3 Penyakit DIm 33,730 37,480 38,463 T 13%

Kebidanan 14,102 13,623 14,839 T 43%

Laktasi T 50.0%

Senam Hs 12.1%

Bedal

. = 7.0
( | - ™
=N et g

oG . o g B SN2 e e~ TV

Psikiatri ﬂ g‘h 9.8%

18

Klinik Uji
19 | Kesehatan l lkgﬂ" l 731 1 34.4%
20 Klinik

Karyawan 1,417 1,829 3,835 T 35.4%
21 Klinik Bedah

Saraf 218 259 252 1 -1.4%

Total 193.937 | 213.190 | 236.639

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
Pada tabel dan grafik diatas terlihat rata-rata kunjungan klinik pagi naik,
kecuali klinik kulit dan kelamin, rehabilitasi medik dan bedah saraf. Dilihat dari
grafik kunjungan dari tahun 2006 sampai tahun 2008 trend kunjungan rawat jalan

pagi naik.
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Poliklinik selain melayani pada pagi hari, juga buka pada sore hari.
Berikut tabel jumlah grafik kinerja pelayanan klinik sore.

Grafik 3.3. Kunjungan Pelayanan Klinik Sore Tahun 2006-2008

2008

2007

2006

70000 80000

Kulit da

10 | Jantung il -4.8%
11 | Rehabilitasi Medik 5,404 1 8.8%
12 | Gizi 42 35 1 2.9%
13 | Saraf 2,030 2,331 2,479 1 3.1%
14 | Orthopedi 1,125 981 1,137 1 7.4%
15 | Psikiatri 0 91 16 1 24.4%
16 | Urologi 306 257 244 il -2.6%
Jumlah 64,813 73,254 75,285

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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Padatabel dan grafik diatas menunjukkan sepanjang tahun 2006 sampai
dengan tahun 2008 jumlah kunjungan cenderung meningkat. Adapun jumlah
kenaikan kunjungan pelayanan klinik sore berkisar 1% - 6%.

Tabel 3.9. Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Berdasarkan Segmen Pasar Tahun 2006-2008

Segmen Pasar | 2006 % 2007 % 2008 %
ASKES 54918 | 281 64.213 | 30,1 | 72.733 30,7
Karyawan 761 0,4 408 0,2 442 0,2
DKK Askes 2.967 1,5 4.146 1,9 4.831 2,0
Gakin + SKTM | 5.4 5.015 24 8.356 3,5
Jamper | 9.644 4.1
Um 0 140.633 59,4

T e s
;ﬂ\mm’#’
‘"\

Jpaka barap K pagi hari
, sdl@ma 3 tahun dari
t Jlk Al | S [ JIHIET Pe

yaR@edibagl berdasarkan segme pd

ar, makadiketah ala pasien

5. =l yak C ‘! )

. KunjungaiiPelay MI QfeB erdasarkan

R D Pac? FTERUIN2006-2008

-----

100000

80000 -
m 2006
60000
m 2007
40000
m 2008
20000
0 -
<<(7 ’be \@5’ ,\@ Q} 0(0
R N I I
> 3 }
L Q \QQ
o’b‘

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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C. Rawat I nap

Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang
menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi,
rehabilitass medik dan pelayanan medik lainya. Klasifikasi perawatan ditetapkan
berdasarkan fasilitas pelayanan yang disediakan rumah sakit, yaitu kelas VVIP,
VIP, kelas |, kelas |1, kelas 111 dan kelas 111 A.

Tabel berikut ini memperlihatkan kinerja kegiatan rawat inap selama tiga
tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

3,2006-2008

2008

Ouadlipaias’ ment . adatMOOerZOO?
terjadi  peningk@la 1 5% -ahi Q7 ke, tahun 2008 terjadinya

peningkatd

Pada tahopy2006siRiFRs Pator | ';WkelasperawatanlllA

yang tujuannya untuk pasiefifjie "?-W?" dimana memiliki fasilitas yang

sama dengan kelas |1 bedanya jumlattempat tidur lebih banyak. Dilihat dari tahun
2007 ke 2008 terjadi trend kenaikan kunjungan pasien kelas 111 A sebesar 3,5%.
Hal ini tidak menutup kemungkinan banyak pasien berminat memilih kelas 11 A
dibandingkan dengan kelas Il dikarenakan fasilitas yang didapat tidak jauh
berbeda dengan selisih tarif sebesar Rp 70.000,- sehari.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi rawat inap, sistim
billing telah terintegrasi dengan logistik farmasi sehingga dapat menurunkan
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waktu tunggu pasien untuk membayar tagihan dan meningkatkan validas data

billing pasien rawat inap.

Grafik 3.5. Jumlah Pasien Inap Berdasarkan Kelas Perawatan Tahun 2006-2008

10000
9000
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7000
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e 2006

4000 - ——2007
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2008

)0(

di )ﬁ [ unan jumlah
yang,pada tahun 2008 te = ‘

pasien y@erb 1kelas | Parge tegjadi 'Wkan tingginya
Xhéda i) fas SF:

minat pengun; 4Ag

Daristabel dan gra at inap

Tabel. 3.11

Segmen Pasar 2008
ASKES 1,663 2,254
Karyawan 286 1,4 364 1,5 250
Gakin + SKTM | 208 1,0 501 2,1 584
Jamper 424 2,0 456 1,9 631
Umum 18,458 87,7 20,723 86,7 17,017
Total 21,039 100 23,908 100 20,736

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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Grafik 3.6. Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Segmen Pasar
Tahun 2006-2008
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Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008

Sepanjang tahun 2006 sampai 2007 tingkat hunian di rawat inap
cenderung naik, dan pada tahun 2007 sampai 2008 tingkat hunian di ruang rawat

inap tetap atau dengan katalain cenderung stabil.
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Pola penyakit di ruang rawat inap pada tahun 2008 bisa dilihat dari kasus
terbanyak yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.13. Sepuluh Kasus Terbanyak Rawat Inap Tahun 2008

No | ICD X Nama Penyakit Jumlah

1 A91 | Dengue haemorrhagic fever 1.151

Diarrhoea and.g@tigenteritis of presumed

2 A09 1.017

infecti

: ".r 1; greviou
{ i ﬁ }
‘1 "\_.._\ ¢ / ’ 880
h-.,.g- ' 'ness F’Z

725
667
L 3 w
A u“ r 637
ol
Acitg @ ﬁ H jon, unspecifi§ 516
9 =

I\*“*\ > | =
-—-r

10 5019, FOVES 316
; h

Sumber : L aporaf.l ahunan20067200 ﬁ DS+ -‘
{ L
D. Bedah Sentral

Pelayanan kamar operasi merupakan salah satu fungsi pelayanan medis di
rumah sakit. Keberadaan kamar operasi (Instalasi Bedah Sentral) merupakan suatu
pusat aktivitas penyelamatan kehidupan dimana keberhasilan dan kegagalan akan
sangat jelas terlihat. Sgak tahun 2004 bedah sentral dikhususkan untuk
melaksanakan tindakan operasi elektif atau terencana dan tindakan operasi yang

memberikan pelayanan rawat sehari untuk kasus-kasus bedah ringan.
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Pelayanan ini diberikan dalam bentuk ODC (One Day Care). Pada tahun
2006 sampai 2008 rata-rata ada 10 sampai 11 pembedahan umum setiap harinya.

Grafik 3.7. Jumlah Operasi Elektif & Cito di Bedah Sentral Tahun 2006-2008
2500

2000

1500 -

m Cito

1000 | Efektif

06-2008

2008

509

2 315
3 Bedah Urolog 7 7 9
4 Bedah Orthopedi 11 16 9
5 Bedah Mata 3 200 233
6 Bedah Kebidanan 3 1 0
7 Bedah kulit & Kelamin 0 0 4
Jumlah 790 1.184 1.079

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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E. Laboratorium
Laboratorium merupakan unit penunjang yang memiliki kontribusi besar

terhadap peningkatan kinerja rumah sakit. Karena prospeknya yang baik, banyak

pesaing yang muncul di sekitar Rumah Sakit Pasar Rebo dan mulai membidik

pasar yang berobat di klinik RSUD Pasar Rebo. Kegiatan di laboratorium terdiri

dari pemeriksaan :

1. Patologi klinik

2. Pemeriksaan patologi anatomi

3. Bank darah
‘ ) ahun 2006-2008

I3 | 'ﬁ an B
k \ N7 F
K \'/

Darah

Anatomi

ato 'I Klinik

-
Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 .‘ 8

Tabel. 3.15. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2006-2008

Laboratorium 2006 2007 2008
Patologi Klinik 745.479 644.164 673.525
Patologi Anatomi 3.266 3.624 3.981
Bank Darah 7.910 8.244 6.070

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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F. Kamar Bersalin

komplikasi yang meliputi eklampsia, pre eklampsia, perdarahan dan ketuban

Kegiatan dikamar bersalin terdiri dari persalinan norma dan persalinan

pecah dini (KPD).

Darurat. Tabel berikut ini memperlihatkan kegiatan berdasarkan di kamar bersalin

Sebagian besar pasien kamar bersalin masuk melalui Instalas Gawat

tahun 2006 hingga tahun 2008.

Tabel.3.16. Volume K egi

No

salin Tahun 2006-2008

2008

erdarahan HPF r

W 77 & N

-
L

3
b 460"

g - P
h. RetensigyRlasental”/ ...w“ 14 17
i. Solutio Plasenta e 0 3 2
j. Plasenta Letak Rendah (PLR 0 4 21
k. Partus Tak Maju (PTM) 23 51 55
l. E:C:egg?lo Pelvic Disproportion 14 30 31
m. Placenta Previa Total (PPT) 12 18 30

Total 1.694 1.798 | 1.896

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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G. Radiologi
Radiologi adalah salah satu penunjang medis yang sangat diperlukan guna
membantu ketepatan diagnosis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

Tabel. 3.17. Jumlah Pemeriksaan Radiologi Tahun 2006-2008

Pemeriksaan 2006 2007 2008

Rutin 22.152 (8 bin) 30.467 34.053

Cito 6.111@bin) 8.764 8.865
Total 39.231 42.918

380000,

370000

360000

350000

340000

330000

320000

310000

300000 T T T
2006 2007 2008

Sumber : Laporan Tahunan 2006,2007 dan 2008
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BAB 4
KERANGKA KONSEP

4.1. Kerangka Teori
Berdasarkan pendapat Sastrohadiwiryo (2006) dan beberapa pakar di
bidang mangemen sumber daya manusia yang telah diuraikan pada Bab 2, maka

dapat dirangkum sebuah kerangkateori sebagai berikut :

Hidjrahman
(2007)
Perencanaa 2 A is j Perencanaan
i i 3 Pengorganisasian
Rekrut Klasifikasi'jabata Pengarahan

Selek - 2 Kompé Pengendalian
Fu Pengemf : engadz Selﬁs ’ Pengadaan
operr:\')s‘HI Rencana ke engembangs Ind Pengembangan
#- w 3 pelh Pemberian

I. enilaian kompensasi
araal an Pengintegrasian

esuaian Pemeliharaan
jabatan

Pengawasan
Moral & disiplink3

TUJUAN PERUSAHAAN

Gambar 4.1. Kerangka Teori

4.2 Kerangka Konsep
Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo mengalami perubahan bentuk
badan hukum yaitu berdasarkan Perda No. 15 tahun 2004 RSUD Pasar Rebo
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sebagal RS unit swadana daerah berubah menjadi PT RS Pasar Rebo dan
berdasarkan Perda No. 5 tahun 2006 telah dibatalkan bentuk badan hukum PT
sehingga RSUD Pasar Rebo menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada
Februari 2007.

Peneliti ingin mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSUD
Pasar Rebo dari RS unit swadana daerah menjadi perseroan terbatas selanjutnya
berupa BLUD seperti saat ini. Perubahan yang dimaksud adalah terhadap visi-
misi, tujuan utama dan struktur organisasi yang akan berdampak pada status
pegawa dan fungsi operasioi sumber daya manusia. Hal tersebut

ambar di bawah ini :

dibangun dalam g

3 N0.5
ah 006

¥ 4

UPT DINKES seroan Terbatas -F °T DINKES

swadai ‘ PKBLUD

) %’!ya Manusia :
a n

seleksi SDM

Penilaian kinerja
Pemberian kompensasi

Pendidikan dan pelatihan

Gambar 4.2. Kerangka Konsep Penelitian

Mana emen sumber daya manusia sangat penting bagi rumah sakit dalam
mengelola, mengatur dan memberdayakan pegawainya sehingga dapat berfungsi
secara produktif untuk mencapai tujuan rumah sakit. Sumber daya manusia di
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rumah sakit perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara
kebutuhan pegawai dengan tuntutan organi sasi/perusahaan.

4.3. Definis Operasional

Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi, seperti perubahan bentuk
badan hukum akan diikuti dengan perubahan visi dan mis organisas tersebut.
Setelah RSUD Pasar Rebo mengalami perubahan bentuk badan hukum dari unit
swadana daerah menjadi perseroan terbatas dan kemudian berubah lagi menjadi
gtahui gpakah ada perubahan dalam
pelaksanaan fung ( [ 3 al dengan visi-misi RS

badan layanan umum daeral

di masayang
i C umen/arsip tertulis
den pafia pimpinan
Fagian SDV 3 i Pasal Rebo sgjak
Adaokin dokume d dientaranya adalah :
RSUD ar ReD0 sdddgai unit

ganisas dan a RSUD
W - Broan terbatWLUD
Akwarls m:j\:m“ h’

o 0 &~ W

asional RSUD Pasar Rebo pada
masing-masing bentuk badan hukum.

7. Arsip peraturan pegawal atau peraturan perusahaan RSUD Pasar Rebo sgak
1996 hingga 2009.

8. Arsip prosedur kerja yang berhubungan dengan fungs operasional SDM di
RSUD Pasar Rebo sgjak 1996 hingga 2009.
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9. Dokumen undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan Pemda atau
Gubernur DK Jakarta yang berhubungan dengan perubahan badan hukum RS
dan fungsi operasional SDM.

10. Arsip RSUD Pasar Rebo lain yang berhubungan dengan perubahan badan
hukum RS dan fungsi operasional SDM.

Untuk itu perlu diteliti variabel-variabel yang berkenaan dengan
perubahan organisasi dan status pegawai RSUD Pasar Rebo sebagaimana terdapat
padatabel berikut ini :

A S =0
Tabel 4.1. Vari W 0
NO | VARIABEL ﬁ R HASIL UKUR
1. | Badan et " formasi bentuk
hukum a0 adan hukum
C 3 RSUD Pasar Rebo
: okume: 2009
2. | Vis de S - ' jesi tentang
misi H : misi RS
> 5 y Jei unit
PT dan
3. | Tujuan juan utarme 4 a| F hesi tentang
utama ool Pasar Rebo 1¢ ] it utama RSUD
009 daz i, | Pasar Rebo sebagai
‘ [ swadana, PT
fan BLUD
4. | Struktur Str Informasi tentang
organisasi 2 struktur organisas
g r gl o : RSUD
- Pasar Rebo sebagai
unit swadana, PT
dan BLUD
Tabel 4.2. Variabel Status Pegawal RSUD Pasar Rebo
DEFINISI CARA
NO | VARIABEL OPERASIONAL UKUR ALAT UKUR HASIL UKUR
1. Status Status pegawal Wawancara | Pedoman Informasi status
pegawai RSUD Pasar Rebo mendalam | wawancaradan | pegawa RSUD
1996 — 2009 dantelaah | arsip tertulis Pasar Rebo saat
dokumen /dokumen swadana, PT dan
BLUD
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Dengan terjadinya perubahan bentuk badan hukum dan organisass RSUD
Pasar Rebo maka akan diteliti pula perubahan yang dapat terjadi pada fungsi
operasional mangjemen sumber daya manusia dengan meliputi variabel-variabel

berikut ini :

Tabel 4.3. Variabel Fungs Operasional Mangemen SDM

DEFINISI CARA ALAT
NO | VARIABEL OPERASIONAL UKUR UKUR HASIL UKUR
1. | Rekrutmen Gambaran tentang awancara | Pedoman Informasi
dan seleksi rekrutmen g wawan rekrutmen dan
calompg ara dan seleks saat
z swadana, PT
dan BLUD
2. | Penilaia ) Informasi
Kinerja penilaian
inerja
gawal Saat
adana, PT
fan BLUD
3. _informasi
dok® Jal a saat
sip tertC wadana, PT
-““ BLUD
4. Gambarah tentani g Pedoma “Informasi

penyel

=

’bmb-#g
dikiat o RSUD Pass

@
‘v’

o
Domcr 3

waw.
ad
:'wh‘ en/ar

tentang
penyelenggara
an diklat saat
swadana, PT
dan BLUD

»
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BAB 5
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab 5 ini akan diuralkan mengenai metodologi penelitian.
Metodologi penelitian secara berurutan yaitu desain penelitian, alasan penelitian
kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, informan penelitian,
teknik pengumpulan data, analisis dan penygiian data, serta pemeriksaan
keabsahan data.

5.1. Desain Pepe

Pendlif : [ s dimana dilakukan
analisisefha § ] de studi kasus.
Rangs DA \' : ‘=~ dil akukan
defigan C3 Bicukan telag Al ang

L

Penelitian Kualitaiif

U 999

am g

etode ti 1 3 C N alasan

-

ang hdalam tentang
N

ahajemen sumber daya

1. Al nseptual

wukum rumah sakit.

manusia A f
Metode pengam : ' mdal am, sehingga dapat
digali secaramendalam ap 0 , i dan dipikirkan informan.

2. Alasan Praktis

Penelitian kualitatif bersifat subyektif dan intuisi. Disamping itu, yang
juga menjadi pertimbangan adalah biayanya yang relatif murah, waktu yang
dibutuhkan relatif singkat dan rancangan penelitian dapat dimodifikasi selama

penelitian berlangsung.
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5.3. Lokas dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta
yang lokasinya terletak di J. TB Simatupang No0.30 Jakarta Timur . Penelitian ini
dilakukan selama lebih kurang tiga bulan, dimulai dengan melakukan
pengumpulan data hingga analisis data, yaitu mulai bulan Maret sampai dengan
pertengahan bulan Juni 2009.

5.4. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dila
berikut :
Tahap |

g tahapan yang diuraikan sebagai

{a arsip tertulis
bai > ihak ) ¢ RS ) pun dokumen
dansmedia Cetak. DOKE ip tertulis

<ebijeke naturas 0 Jberkaitan

pahan bentuk badamfhuk@ith RSEID Pasar Rebo fungsi

yaSional mai nen SDMadi | 0.

D Pasa 0
rz una me ga situas
% % ulai dari be 0 hukum
1a o 1 Seroan terbatas,dapeUPT Dinas
engan informan di

embahas lebih lanjut
ut dilakukan dengan memilih

sebut di

RSUD Pasar R
variabel-variabel yang dit
informan secara hati-hati yang diharapkan dapat memberikan informasi yang
akurat sehubungan dengan tema penelitian yang ingin menggali kondis
mangjemen SDM rumah sakit dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu
mulai tahun 1996 hingga tahun 2009.
Tahap |11

Pada tahap akhir dilakukan wawancara mendalam dengan para pakar di

bidang organisasi dan mangemen rumah sakit serta pakar mangemen sumber
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daya manusia di lingkungan Universitas Indonesia guna mendapatkan masukan
terhadap data dan informasi yang telah diperoleh pada tahap penelitian
sebelumnya. Pada tahap ini dilahirkan beberapa rekomendas mengenai
pel aksanaan fungsi operasional managjemen SDM yang dapat diterapkan di RSUD
Pasar Rebo.

5.5. Informan Pendlitian

5.5.1. Syarat Penetapan Informan

Informan tidak dipilil aLobability sampling) namun secara

purposive, sehing 3] ( ‘ ‘ aku, sebagai berikut :

imiliki yang

ulal dari

bahan bentuk bat SUD Pasar Rebo

an utamags aniges dan StatliSipeg 3UD Pasar

uhi visi-
masing-

yang diemban
dan masa . ) mast yang an akan bervarias
sehingga ma il .Wena yang ada di RSUD
Pasar Rebo. Data ya - orman dapat menggambarkan
berbagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum
RSUD Pasar Rebo dan fungsi-fungsi operasional mangemen SDMnya

55.2. Kriterialnforman

Dalam melakukan wawancara mendalam ditentukan informan sesuai
dengan syarat penetapannya sebagai mana terdapat pada tabel berikut :
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Tabd 5.1. Informan dan Pokok Bahasan dalam Wawancara Mendalam

Informan Pokok Bahasan
Direktur dan Wakil Direktur RSUD | Mengetahui hal-hal yang berhubungan
Pasar Rebo tahun 1996-2009 dengan perubahan bentuk badan hukum

dan mangemen SDM di RSUD Pasar
Rebo dari unit swadana daerah, PT dan

BLUD
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD | Mengetahui  perubahan bentuk badan
Pasar Rebo tahun 1996-2009 hukum RSUD Pasar Rebo dan perubahan

fungss operasiona mangemen SDM
pada  unit swadana daerah, PT dan

Kepaa Bagiag
Bagian Di
tahun 1996

pgsi-fungsi  operasional
pada unit swadana

seharusnya
RS dapat
jemen SDM

fungsi

yang

fsnya dijda D Pasar
800 gunamencapai 4j RSUID

engumpulan data nghimpun data P ?ﬁan data
sekunder. .

A. Daw

Data primeg@

Rebo tahun 1996 hingga taftn 2009

c. Hasil wawancara dengan para Kepala Sub Bagian SDM/Kepegawaian
RSUD Pasar Rebo tahun 1996 hingga tahun 2009

d. Hasll wawancara dengan para Kepala Sub Bagian Diklat RSUD Pasar
Rebo tahun 1996 hingga tahun 2009

e. Hasll wawancara dengan pakar bidang organisasi dan mangemen
rumah sakit dari Universitas Indonesia
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f. Hasll wawancara dengan pakar bidang mangemen sumber daya
manusia rumah sakit dari Universitas Indonesia
B. Data Sekunder berasal dari berbagai dokumen dan arsip tertulis diantaranya:
a  Dokumen Profil dan Gambaran Umum RSUD Pasar Rebo tahun 1996
hingga 2008
b. Dokumen Pemda DKI Jakarta tentang penetapan RSUD Pasar Rebo
sebagai unit swadana daerah
c. Dokumen Pemda DKI Jakarta tentang penetapan RSUD Pasar Rebo
sebagal perseroa

d. Dokug . ' -
e Do { ; PT. RS Pasar Rebo
: 0 e : D Pasar Rebo

E Pemda D

Seipits agia VK Epe 2 Rebo
n 1996 hingga 20
Lapg Bagian Di > chun 1996
00a 2008
unjuk Kerja
UD Pasar R

5.7. Andlisisd & j"
|

Analisis data yangﬂ d "'m" telaah dokumen dan wawancara

mendalam diolah dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis)
yaitu menganalisis data primer dengan data sekunder yang kemudian
mengidentifikasi hasilnya dan membandingkan dengan teori yang ada.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap, yaitu :
1. Menelaah seluruh data hasil wawancara dan studi dokumen
2. Mereduks data dengan membuat rangkuman inti dan proses
3. Menyusun data dalam satuan-satuan dengan membuat tabel
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4. Menginterpretasikan data yang telah direduksi
5. Menygjikan hasilnya dalam bentuk naskah

5.8. Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Triangulasi Sumber : kelompok informan berbeda

Triangulas sumber data dilakukan dengan cara membandingkan hasil
wawancara mendalam kepada kelompok informan yang berbeda yaitu para
direktur dan wakil direktur RSUD_Pasar Rebo serta kepala bidang tata usaha
D Pasar Rebo.
Sedangk zimeng : el ‘ gperasional mang emen

mengenal perubahan bentuk

sumber daya
SDM dahtpa
2.

ara kepala bidang

fawancara Bfi0enal b um akan
denganidoku PerdadPemda s g badan
Pasar Rebo tahti 1986 higigga 2009, akta pengik
RS 996-2009 Y berhu
ngsi-# ANG SDM, "
ancara meng : -' dokumen su eputusan

Knis bidangw-dan bidang

\.\_‘ p imtah dan aturan

N aire .

h dengan

perundan ap
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BAB 6
HASIL PENELITIAN

Pada Bab 6 ini akan disampaikan mengenai hasil penelitian yang telah
dilakukan. Hasil penelitian  secara berurutan akan diuraikan  mengenal
karakteristik informan, perubahan organisasi rumah sakit, status pegawai, dan
perubahan fungsi operasiona mangemen SDM di RSUD Pasar Rebo. Perubahan

organisas dibahas berdasarkan perubahan bentuk badan hukum, visi dan mid,

tujuan, serta struktur organisasi pyva diuraikan pula perubahan fungsi
operasional manaj g - erdiri atas rekrutmen dan
seleksi pegaw serta pendidikan dan
pelatiha

6.18Kar 3 '

6.1. -

an penelitian 0 sgak
berbe I wadana dagteh, Rifda . istik yang

alah us diemban

entuk badan huk h e terlihat pada tabel™e. laberikut :
Tabel 6.1. ﬂ Pi Mpinan RumamsSakit

; Jabat&SUD Pasar Rebo
Informar o, Pendidi ka
: ‘ idli "\i‘. nit -
r
Informan 1 3 ar
adir
Informan 2 b’"‘ pgleker | Administrasi
S2 KARS | Keuangan
Kainstaas
I Profes drg | Diklat/ Direktur | .
Informan 3 56 Laki-laki S2KARS | Wadir bidang | Utama Direktur
pelayanan
Profesi
Informan 4 49 Perempuan | Apoteker Direktur
S2 KARS

Sumber : Data Primer
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Padatabel 6.1. dapat dilihat bahwa karakteristik informan pimpinan rumah
sakit tersebut bervariasi jenis kelaminnya, dengan rentang usia 45 hingga 57
tahun, berpendidikan S2 terutama bidang kajian administrasi rumah sakit dan
mewakili bentuk badan hukum yang berbeda yang pernah berlaku di RSUD Pasar
Rebo.

Seluruh informan pimpinan rumah sakit tersebut saat ini masih aktif
bertugas, walau sudah tidak berdinas di lingkungan RSUD Pasar Rebo. Dua orang
diantaranya bertugas sebagai pimpinan dan wakil pimpinan RSUD yang berbeda

di DKI Jakarta, satu orang i pinan RS swasta di Jakarta, dan

satu orang inforg

Propinsi DK

6.1.21

penelitian T

wwaial l U

perbentuk_unit Swe
PK BLUR,
fdikan
at padatabel g

Tabel 6.2.

epala Bagia

i, Satu Deputi Gubernur

aData

RSUD Pasar Rebo

. e "
o Eﬂﬁml W "Gy
= ‘.Vﬂ AUC Id
Informan 5 50 E . a I\S/I[?Kl/lajer g:ﬁﬁag
Program
KaUrusan | Asisten Kasubag
informan 6 44 Laki-iaki S1 Hukum | Kepega Manager Kepega
waian Personalia | waian
Asisten
Informan 7 48 Perempuan | S1 Hukum 'lﬁ;[ijaigha !\I_/Ia?gajer _'FSSU bag
Usaha
s1 Kabag Staf Kabag
Informan 8 45 Perempuan Profesi dr Rekam Rekam Tata
9 | Medik Medik | Usaha

Sumber : Data Primer

Analisis fungsi...
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Pada tabel 6.2. dapat dilihat bahwa karakteristik informan kepala bagian
rumah sakit tersebut bervarias jenis kelaminnya, dengan rentang usia 45 hingga
50 tahun, berpendidikan S1 dan S2 serta mewakili bidang yang berhubungan
dengan manajemen sumber daya manusia pada bentuk badan hukum yang berbeda
di RSUD Pasar Rebo.

Seluruh informan kepala bagian telah bekerja di RSUD Pasar Rebo
semenjak berbadan hukum UPT Unit Swadana Daerah dan hingga saat ini masih
menjadi pegawai di RSUD Pasar Rehp.

6.1.3. Infor man,E '
Info s 0
rumah sakit ¢ i 2 /3
9 * a.o o

jenisi ke 8 nu\

ru "’3; ] 5 terllhat Da0e "‘ ) JE Ut

engenai organisasi
adalah umur,

o 2dministras

Jabatan di Ul

Suru besar/
Dosen
Departemen
AKK FKM Ul

Dosen
Departemen
AKK FKM UI

forman pakar telah
an S3 serta merupakan
administrasi rumah sakit di

berusia 58 dan
pakar dan guru besar

Universitas Indonesia.

6.2. Organisasi Rumah Sakit

Pada penelitian ini digali berbagai informasi mengenai variabel- variabel
yang berhubungan dengan perubahan organisasi rumah sakit, yaitu bentuk badan
hukum rumah sakit, visi dan migi, tujuan utama, dan struktur organisasi rumah

sakit. Hal tersebut diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.
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6.2.1. Bentuk Badan Hukum
Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan, maka diketahui bahwa
semenjak tahun 1996 hingga saat ini, bentuk badan hukum RSUD Pasar Rebo
mengalami perubahan sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Propinsi DK Jakarta, yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 tahun 1996 yang
dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1996 tentang Penetapan RSUD Pasar Rebo
sebagal Unit Swadana Daerah pada BAB 11 pasal 2 ayat (1) telah menetapkan
RSUD Pasar Rebo sebagg D aerah, selengkapnya berbunyi :

Dengar 2 : Pasar Rebo ditetapkan

Ql
Hal daib |3 c wapKan.
, a‘“ We. v - ukota Jekarta
1998 tenta 8 0an Tata Ke iMmala it Umum
on Penidika ehatal karta, BAB
WKedudu an, Tugas da 3 pasal 2 ayat (1) dj s
31 Sa | alah U [

21 O NIS D|naS

Laporan Tg gn M O- poran Tahun 001 dan
WOZ serta L aporas 2003 dinyatak kedudukan

rumalagokit Rg). Dirlisgieschatan DK
Jakar ﬁ “

Dengan arta Nomor 15
tahun 2004 U ; . ubahan Status Hukum
Unit PelaksanaTekniJ mah Sakit Umum Daerah Pasar
Rebo Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan
Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo, pada BAB 11 mengenai Perubahan Status
Hukum pasal 2 ayat (1) telah menetapkan RSUD Pasar Rebo memiliki status
hukum perseroan. Selengkapnya ayat tersebut berbunyi :

Dengan Peraturan Daerah ini, UPT RSUD yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
3 tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah
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Pasar Rebo sebagai Unit Swadana Daerah Propins Daerah
Khusus Ibukota Jakarta diubah status hukumnya dari UPT RSUD
menjadi Perseroan.

3. Padatanggal 16 Agustus 2004 ditetapkan Peraturan Daerah Provins Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 2006 tentang Pencabutan atas
Beberapa Peraturan Daerah. Dalam pasa 1 ayat (3) didapatkan bahwa Perda
Nomor 15 tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Pada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
249 tahun 2007 tentang Pes Remnah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
sebagal Unit Kesje Sie - Daekah K husus Ibukota Jakarta

yang Meg 3 an Layanan Umum
ctapkan bentuk

b a Jakarta
ga Kerja
s DKI

B < al RO KR ; ofs (e ) i e at (1)
nit Pelaksana™tekais Dinas

RSUD Pasar Rabo merupaks
Kesehatang@ifbigla # 2| ayanai kesehatan kepade akat.
%utnya orer vaNancars chdadlam gengan pawnan RIUD

Pasar Rebo, k& (Efr A t , %}‘-‘% maupun yang pernah

akit Umum Daete

penjabat, dipe Jelasai. yaiiesSeitiga.denge ang” | ebih mendalam
mengenai perub : m i eboini.
Menurut inform '*-“ﬁ jadi di RSUD Pasar Rebo adalah

sebagai berikut:

Saya di sana dari tahun 1980, swadana pilot projectnya tahun 1992,
swadana penuh 1996.

Pada saat menjadi PT maka pendapat informan 1 adalah :
Waktu dia (RSUD Pasar Rebo)) dirubah menjadi PT, waktu itu tahun
2004, RS Pasar Rebo posisinya sudah maju, jadi ada memang kebutuhan

menjadi PT. Selanjutnya, sekarang mereka (RSUD Pasar Rebo) kan jadi
BLUD, itu ada peraturan daerahnya.
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Sedangkan informan 3 menjelaskan mengenai perubahan badan hukum di RSUD
Pasar Rebo, yang kutipannya sebagai berikut :
Memang RSUD Pasar Rebo pernah unit swadana, itu tahun 1996 ya, terus
jadi PT tahun 2004 kebetulan saya pas dirutnya, nah tahun 2006
dibatalkan tuh PT. Terus jadinya BLUD seperti sekarang.
Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan 4 diketahui, bahwa
RSUD Pasar Rebo telah mengalami transformasi badan hukum yang bila dilihat

semenjak menjadi unit swadana daerah adalah sebagai berikut :

ghat perjalanannya. Sgjak 1996 hingga
da dibawah dinkes, lalu 2004
Setelah 2007 menjadi

009 ini berubah lagi

hingga perteno )
UPT Di 2k
¢ )I gga saat ini

irun
tu

Kalau kita buat bagan
2004 RUD bent

Bckarang

L\

: o~
4 -. ran O B ;‘"5‘ hkeputusan
.2,._,-' ﬁ.ﬂ. ANUN 478 . Gubernur Propinsi

"-*'-'k-\u-air\ﬂﬂ'-l-—-pu"r" DK Jakarta No.249

906 ; tahun 2007
e/ A o emein

Sumber : Dat ! J

6.2.2. Vis dan Mis
Mengenai visi dan misi rumah sakit, telah dilakukan proses telaah dari

beberapa dokumen RSUD Pasar Rebo dan dokumen PT RS Pasar Rebo mulai
tahun 1996 hingga tahun 2009. Adapun dokumen-dokumen dimaksud adalah:

1. Profil RSUD Pasar Rebo Tahun 2009

2. Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 1995-1996

3. Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 1996-1997

4. Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 1998/1999
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Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 1999/2000

Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2000

Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2001 dan tahun 2002
Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2003
Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2005

10. Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2006

11. Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2007

12. Laporan Tahunan RSUD Pasar Rebo tahun 2008

Berdasarkan dokumes gbutkan di atas diperoleh informas

bahwa RSUD P R 3l 2l ! mis rumah sakit sgjak
tahun 2000
20009.

1 2 B00 hingga ™ ‘0 ‘ S"dan misi RS )0 sebagal

sehatan' adag

. Menjadi_salah S

ndonesiadalam palaya g aian mediK'e awat
. M€ 3 2N pawah

© 0 N o O

bahan hingga tahun

dari tiga'rumah sakit sw. baik di

an kesehata (ﬂ ﬁ er.I | dan terjangk
2. un 2005 da PT RSP alah :
a # \’p hai memberikan
e Rl “"‘\
b. Mis ga 1g putuhkan layanan

keaehatm ‘ﬂ' ,.
3. Sedangkan padatahlﬁ‘ JogalsatiMTvisi dan misi RSUD Pasar Rebo
adaah :
a Vis : Menjadi rumah sakit yang terbaik dalam memberikan pelayanan
prima kepada semua | api san masyarakat
b. Mis : Melayani semua lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan
kesehatan individu yang bermutu dan terjangkau
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Hasil dari wawancara mendalam dengan para pimpinan rumah sakit
didapatkan informasi yang sedikit bervariasi mengenai vis dan misi RSUD Pasar
Rebo. Hal tersebut akan diuraikan Iebih lanjut di bawah ini.

Menurut informan 2 seharusnya perubahan badan hukum atau perubahan
pola pengel olaan keuangan tidak mempengaruhi visi, misi dan tujuan rumah sakit.
Lebih lanjut dijelaskan oleh informan 2 :

Hal ini disebabkan perubahan tersebut hanya akan mempengaruhi proses
organisasi bukan tujuan organisasi. Walau berbentuk PT sekalipun, tapi
rumah sakit kan tetap owernya pemerintah, jadi dalam hal ini
pemerintah membang gemiliki tujuan, yaitu untuk melayani

masyar akat e
4 dan informan 7,
' i PT RS Pasar

perubahal 4_ _Lp ' gfesional, ada
I a. Vis fa berk ' Jja lapisan
arat. Kalau®gaat ¢ rake gah-bawah.
lan dipikirkan balawa ili emudian juga
nya_ditambal | 2k hl | aianya, - sestial ¢ IS-misi

adi

Hasi " WatWancara dengan i fif@rm
@ @
da sedikit enjadi PT

%ﬂl se -‘:r- : Ii .. QH:-;. pai% Istvl\J/atliggg

SedangkaAipe]

Kalau viSISHEVA ﬂ' ; ai sekarang tidak ada
perubahan, tetap ki ; 'ivuf arakat. Yang terakhir visi-
misi itu ada penambalian Ye pertkan pelayanan prima, itu saja

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara di atas maka dapat
diketahui perubahan visi dan misi RSUD dalam tabel berikut :
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Tabd 6.5. Perubahan Visi dan Misi RSUD Pasar Rebo

e Bentuk Badan Hukum
Visi-misi RSUD Swadana PT BLUD
Satu dari tiga
Target RS swadana Salah sﬁu RS RS terbaik
: terbaik
Vis terbaik
Jenis | Kedauratan o L Seluruh
|ayanan medik dan el ayanan el ayanan
ay rawat jalan pelay pelay
Jangkauan Masyaraahkit ?elyruh ?elyruh
|ayanan menengah ke apisan apisan
Misi V2 msyarakat msyarakat
Bermutu dan Bermutu dan
g “( 5"-,1 afjangkal terjangkau

I K‘
B \-! U Pz R ‘upaksa daereh, tujuan

“‘ﬁ.!;"

RES Reratur3AiDEerah shun 1998
tetég Ordanisasi dan Tata K&fja RSED Ras sanakan

upaVve senata

UE tinan, g

upgyd peningkatan serta ps akan upayar

wenel aah Laporafiile 1N 2 un 2006, tati an tahun
2008,t$tuju Ruiiaieoaki TPESar ReR0yaitii; ¥

1. Mampu me é'fr @A@%~ dan terjangkau serta

dapaf™®d AW EIGK A SEGaiar M Bsyarakat yang

membutuhkv ; . ‘
al‘l L'Tw"‘ [

Mampu menghasilk I ampuan professional dan atau
akademik serta menjunjung tinGgar etika profesi yang mampu menerapkan,
mengembangkan iptek kedokteran dan kesehatan.

Pendapat parainforman mengenai tujuan utama RSUD yaitu :

Informan 3 menyatakan,

Untuk RS sebenarnya, PT itu hanya sistem pengelolaam keuangan yang
berbeda. Kita ini PT RS pemerintah jadi beda banget pengelolaannya
dengan PT murni yang bertujuan mencari keuntungan semata, pakainya
UU No.1 tahun 1995. Tarif kita aja dipegangin sama perda, gimana mau
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cari untung. Jadi PT itu perubahan kewenangan direksi untuk lebih
profesional, ada leader ship, makanya visi misinya berbeda.

Informan 4 menyampaikan,

Semenjak swadana, tidak ada tujuan RSUD itu cari keuntungan, semua
non profit. Hanya pada saat PT asset pemda dipisahkan. Tapi, tetap
semuanya menjalankan yang disebut bisnis sehat, semua ingin melayani
masyar akat.

Rangkuman hasil temuan di atas dapat disajikan dalam tabel berikut :

3. Utama RSUD Pasar Rebo
Badan Hukum

|  BLUD
anggungjawabkan
alikiniah

Tabel 6.6. Perubx

#FOr ganisas

0; 4 tahun

¥ Organi So3ited3 ia L 2 emudian
dalam Siire nutusar A 1999. Di
adapat dite Wé ' 3 am Bagian
bawah angan
2, k ‘JF"" &0 ebwmor 230 tahun

2004 tentang -n..r.‘ .-.‘.-,r‘r‘ akarta pada BAB Il

org- i R UD

tentang Ssinal Oroanisasi ‘ 3 a8 dapat diketahui bahwa
pengel olaan SOMEETalukamOietiv w langsung bertanggung
jawab kepada direktur.

Struktur organisasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo secara lengkap digambarkan
pada Laporan Tahunan RS Pasar Rebo 2006 halaman 6.

3. Bagan susunan organisas RSUD Pasar Rebo dapat ditelaah dari Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 tahun
2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi DK Jakarta. Dalam BAB 1V
tentang Organisas Bagian Kedelapan mengenai tugas Bagian Tata Usaha
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diuraikan pada huruf c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi tata
usaha kepegawaian, kesejahteraan, dan pengembangan karier pegawai.
Pada Profil RSUD Pasar Rebo Tahun 2009, dapat dilihat bahwa urusan
sumber daya manusia dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian di bawah
Bagian Tata Usaha, dimana Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab
kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
Secara singkat, maka mangjemen SDM dikelola pada tiga badan hukum
RSUD Pasar Rebo diperlihatkan padgtabel dibawahini :
Tabel 6.7. Pe @rganisas RSUD Pasar Rebo

l \ -:. um
BLUD

‘g \s / g‘ dya struktur

--- --- -"'-

apala

Bidang ang=t p'Bagian
SDM bawah direksi | —aar
ber : D : 1 ’
Berdasa wawancaras d man. 6 d AL dengan

d| C va UPT PF
me N fungsi administras kepegawal ai
D sis struktur 3 ungs dari ?u Iho, beda

di P b 'ﬂ‘% ¥ BLUD itu sub
bagian 0,46 ﬂi .m%» 2 Jadi sekarang kami
betul=k "--r---.... S a fungsi-fungs
yang k& gy shment kita banyak

dibantu OWJ

6.3. Status Pegawai

6.3.1. Unit Swadana Daerah
Pada saat RSUD merupakan Unit Swadana Daerah, status pegawai terdiri

atas pegawai organik yaitu pegawai negeri sipil yang bertugas di RSUD Pasar

UE ca Sub Bagtan Kepegane Pt banyak
y Berikut kut

FLSLE

~

Rebo dan pegawa non organik yang merupakan pegawal yang direkrut dan
diseleks sendiri oleh RSUD Pasar Rebo. Hal ini tercermin dalam surat keputusan
direktur No.116 tahun 1996 tentang uang kesejahteraan bagi tenaga non organik
di lingkungan RSUD Pasar Rebo.
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Informan 5 menyatakan :
Pada saat swadana disini dikenal yang namanya pegawai organik dan non
organik. Pegawai organik ya maksudnya PNS dan yang non organik yang
kita angkat sendiri.

Keterangan dari informan 6 :
Dulu jaman swadana kita kenal istilah pegawai PNS dan non organik,
direktur boleh mengangkat pegawai non organik dalam perdanya.

Pernyataan informan 7 tentang hal di atas adalah :

g.ada dua, PNS dan non PNS tapi kita

Waktu swadana dulu jadi
sebutnya organik g

6.3.2. Perserg -
: enal status pegawai

daya DB

uran perusahaans ag| ua pegawali ikat dalam
ﬁ; ' el ald [','"’"-m-‘-‘- o sahaanwgan status
......... A F"'- s C ‘h- c IEETERT

Menurut i e heindale akukan, didapatkan

keterangan

a.* % ..- k jadi PNSitu statusnya sebagai
tenaga yang diperbalftukal ya pegawai negeri dibagi tiga

Waktu PT, semu

kelompok, yang usianya diatas 50 tahun diusulkan pensiun, lalu diangkat

lagi jadi pegawai PT. pegawai usia lebih 45 tahun tapi di bawah 50 tahun

diberikan uang tunggu sampai usia 50 tahun pensiun, lalu diangkat lagi

jadi pegawai PT. nah, yang usianya kurang dari 45 tahun problem

sekarang, kalau mau tetap jadi PNS dia harus pindah atau tetap di Pasar

Rebo melepaskan status PNShya.

Dalam SK Direktur No.231 tahun 2004 dijelaskan mengenai fasilitas yang
diberikan untuk proses alih status PNS, dan dijelaskan bahwa fasilitas yang

didapatkan PNS dibagi tiga kriteriamenurut usia:
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1. Usia minimal 50 tahun dengan masa tugas minimal 20 tahun mendapatkan
uang pensiun dari Pemda, gaji dari PT setelah SK pensiun terbit, penghargaan
dan tunjangan-tunjangan.

2. Usia 43-54 tahun dengan masa tugas minimal 15 tahun mendapatkan uang
tunggu dari Pemda, gaji dari PT setelah SK pensiun terbit, penghargaan dan
tunjangan-tunjangan.

3. Usiakurang 43 tahun dibagi menjadi dua:

a. Status PNS mendapatkan gaji dari Pemda dan 15%gaji dari PT, tanpa
tunjangan hari raya.
b. Status peg

tunj ang
Alih st > sis PT, hal ini
diung : ; ‘ it
ah satu'ye ' ri Pemda

pEense - . if pindah
ain, sekitar ‘3@kora ;
awai PT, tapi fhasif K pegawai yang
an ereka; sudah kel 0 BuiB*s

ghargaan dan tunjangan-

Nak M S8l iakhirnyaad

ga diung

emo dan

sebenar nya a waktu itu
IWér;ada Pemda

ak PNS yang
al urusan ke

Begitu pula per :
kurang lebih sama deng f
informan 5 adalah :

Sebenarnya waktu itu (PT) bukan hanya PNS yang umurnya kurang dari
43 tahun yang bermasalah, tapi juga yang usia pensiun. Karena dengan
pensiunnya pegawai tersebut maka fasilitas uang pensiun seperti PNS
pada umumnya dia tidak bisa dapatkan.

.i enyampaikan hal yang

ya, kutipan wawancara dengan
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6.3.3. PPK BLUD
Status pegawai RSUD dijelaskan dalam Peraturan Pegawai RSUD Pasar

Rebo yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

4072/2008, dalam BAB | pasal 1:

1. Pegawai non PNS adalah pegawai yang mempunya hubungan kerja dengan
RSUD Pasar Rebo dan diangkat melalui Keputusan Direktur RSUD Pasar
Rebo.

2. Pegawa PNS adalah pegawai yang yang mempunyai hubungan kerja dengan
RSUD Pasar Rebo da
dan dipekerj

Dalam pasa 0S

1 '

2.

Ik eputusan Pejabat yang berwenang

.

A | epas

AN ARk TtU

Peraturan GubemnurfProvins Dagrah Khu Jakarta
| t 07 1 lecll 1C ¢ e i Ol P o an & angkat
a yang jelaskan

udukan dan us A
: Pegawal Ne an sebagai i SKPD/UK
.o..- "-u-ﬂﬁ ""‘“'V.--' ag.be wngkmerja.
A Gk P er dif g tetap, pegawal
Nl T e

Menurut infor

Kalau seki
tetap, kontrak, atau

w dibagi lagi ada yang

Sedangkan menurut informan 5,

Soal status pegawai bisa dilihat pada peraturan pegawai, pada intinya
pegawai ada yang PNS, ada yang non PNS. Pegawai non PNS ada yang
tetap, kontrak, ada yang harian.
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Berdasarkan status dan macam pegawa yang ada di RSUD Pasar Rebo
maka dapat dibuat tabel di bawahini :

Tabel 6.8. Status Pegawai RSUD Pasar Rebo menurut Badan Hukumnya
Status Pegawai
Badan Hukum PNS Non PNS
UPT Swadana Pegawai organik Pegawai non organik
Pegawai waktu tidak tertentu
Pegawai waktu tertentu
PT Pegawal paruh waktu
Pegawai honorer atau tenaga lepas
S (masa peraihan)

Pegawai tetap
UPT PP awal kontrak
harian lepas
h waktu
Sedaig dasarkan
st ak pada
R aian
Tahun
S 00 8
Juml J Jum %
4 31 29
S 5 69 71
al 67 100 100
: Sub Bagian K .‘ E
Bila diMkm apb‘ndingan jumlah
PNS dibandi 0 ' i ahun.

64. Fungs Op‘F(:' 'i_lsnuga

Fungsi operasion eliti dengan menelaah dokumen-
dokumen yang berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di RSUD Pasar Rebo.
Informasi  tersebut kemudian diperkaya dengan hasil wawancara mendalam
kepada informan yang telah dipilih, baik informan pimpinan rumah sakit maupun
informan kepala bagian. Seluruh informan kepala bagian telah bekerja di RSUD
Pasar Rebo semenjak berbadan hukum UPT Unit Swadana Daerah dan masih
menjadi pegawai di RSUD Pasar Rebo hingga saat ini.
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6.4.1. Rekrutmen dan Seleksi

Pada saat berstatus UPT Swadana, RSUD mulal  dapat menerima pegawai
baru selain pegawa negeri sipil (PNS) dan melakukan seleksi calon pegawai
sendiri sesual tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana
dituliskan dalam Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1996
tentang Penetapan RSUD Pasar Rebo sebagal Unit Swadana Daerah pada :

1. Pasdl 6 tentang Penggunaan Dana Swadana menjelaskan bahwa :
(1). Danaswadana hanya dagat digunakan untuk membiayai :

a.  kegiatan Qg Berkenaan dengan produksi barang

investasi

Sarana dan ih dahulu

. -
Il [UC

an pegava RSUEB . : g di gljal  dengangdperaturan
Waian |3 g psar Rek gangkat
an RSUD H kebutuhan.

wgkan tata Ct ne= d| jelaskan
pada Pr r T ;f\ SUMar Rebo yang
disahkan gleh'™d® x \are E osedur tetap tersebut

si caon

diperbaharui t RSUD Pasar Rebo
pada 26 Januari Ut '& P

Pada protap yang‘) W ) eberapa tahapan tambahan yang
harus dijalani olen calon pegawa yang tidak dilakukan pada tahun-tahun
sebelumnya, yaitu:

1. Mengis form daftar riwayat hidup

2. Psikotest

3. Wawancara dengan psikolog

4. Teskesehatan
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Setelah dinyatakan lulus seleksi pegawa baru menjalani proses orientas
selama satu minggu. Sejak tahun 2000, pegawai yang telah menyel esaikan proses
orientasinya diharuskan mempresentasikan hasilnya di depan pimpinan rumah
sakit. Bila sebelum tahun 2000 pegawai baru menjalani masa percobaan selama 6
bulan, maka setelah tahun 2000 pegawa menjalani masa percobaan selama 3
bulan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Setelah dinyatakan lulus pada masa
percobaan, pegawal diangkat menjadi pegawai kontrak untuk 1 tahun dan dapat
a, dan setelah 2 tahun masa kontrak maka
ctap RSUD. Program Orientas

diperpanjang untuk 1 tahun berikut

pegawa dapat diangkat
Pegawai Baru ini ‘ g L &

e
grevisi Januari 2000.
wai diatur menurut
a terbuka, langsung
Ly atlw tersendiri
dal 3uku Pec n P " Dalam bOke atUran Perusahaan
dan US (e e, perawat

agalimana seleks pegawa.aitakukan, yang

ksi ad -.
!(je:e:si tertulis . !

aalini, RSB merupakad BEK B :‘L Ao penerimaan pegawal
mengacu padé soawal tahur . egawal harus sesual
” AN sehkan oleh direktur dan

dengan formasi "
diketahui oleh Dinas K "'!fl"“ ! g%l 8 Peraturan Pegawai). Pegawai

harus memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu persyaratan administrasi, psikotes,
wawancara, Uji kompetensi, tes kesehatan dan syarat lain sesuai pekerjaan
pegawai (pasal 6 Peraturan Pegawai).

Untuk penerimaan pegawai, dibentuk sebuah tim yang terdiri atas 5 hingga
7 orang diketuai oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tenaga yang dibutuhkan
(pasal 7 Peraturan Pegawai). Dalam SK Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 053
/2008 ditetapkan Panitian Seleksi Penerimaan Pegawa di lingkungan RSUD
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Pasar Rebo yang dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur
RSUD. Panitiatersebut terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : Wadir Umum dan Keuangan
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Wadir Pelayanan

3. Sekretaris 1 merangkap anggota : KaBagian Tata Usaha

4. Sekretaris 2 merangkap anggota : KaBagian Pelayanan Medik
5. Anggota:

a. KepaaBidang Terkait

b. KepalaBagian Tgs
c. Kepa
Mengenai

b bag. Jadi
edik, fungsi

Medik

Dokter
Syarat

ang bekerjs

T ang hami
. Tidak pers ikuti
Rebo'tield] I igaka

Bagi dokter: ‘g m Ry bakti PTT (Pegawai

Tidak Tetap) dan mengilkiiti w ance Trauma Life Support) dan
ACLSE (Advance Cardiac Life SIppOrt).

6. Bagi dokter spesialis harus telah menjalani PTT dan wajib kerja spesiais Il
sertamemiliki surat ijin praktek sebagai dokter spesialis

Sedangkan tahapan seleksi yang harus dijalani calon pegawal terdiri atas :

1. Seleks administras

2. Kredensia (khusus dokter) dilakukan oleh Komite Medik

3. Tespsikiatri (MMPI, Minnesota Personality Inventory Test)

4

. Wawancara dengan dokter psikiatri
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5. Testertulis dan wawancara

6. Tesketrampilan

7. Teskesehatan

Informan 7 menyatakan dalam wawancara dengan pendliti :

Seharusnya, seleksi pegawai juga dilakukan kepada PNS yang akan
ditempatkan di sini, kan peraturan pegawai berlaku umum. Jadi kita tidak
menerima PNS asal masuk saja, tapi harus juga ikut aturan, mungkin
tidak seluruuh alur seleksi diikuti, masalah kejiwaan dan kesehatan kan
penting misalnya. Sgjak BLUD, kita menganggap bahwa tes MMPI itu
penting, jadi kita rubah tahag@msel eksi itu, MMPI dulu baru tes yang lain.

Sedangkan informag

sejak masa swadana
apkan.

clama satu

mi i kontrak
un akan
embali "WntukSpergen) angan. kontrak j setelah
aka pegawal dliangket naenjadi pegawal W dak| tertentu
W di RS ~
w penelitian di % ﬁ : d- ) tabel beriku
ekrutmen o c gawaisRSUD Pasar Reb 1996-2009

Baden Malim s, Rerenden selgk

i oo i it pRlvcl sl

UPT o -E“"“‘“"-‘l--mwmﬂ-mm*:‘- an Orientasl  tahun

dan g ‘., annya 2000

Ditetapkaiittla 'Illir ramiReruSahaan pasal 10
Perseroan Ditetapkar gmum dan khusus bagi pegawai
Terbatas profesi dalam Peraturan Perusahaan

Prosedur diatur dalam buku Pedoman Kegiatan Personalia
Tahap seleksi ditambah testertulis, MMPI dan uji kompetensi

Ditetapkan tim seleksi calon pegawal
UPT PPK Diatur dalam Peraturan Pegawai 2008
BLUD Protap dibakukan dalam dokumen 1SO
Tahap seleks ditambah wawancara psikiatri
Tes MMPI didahulukan dalam tahap seleks

Sumber : RSUD Pasar Rebo
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6.4.2. Penilaian Kinerja

Pada saat berbentuk UPT Swadana, penilaian kinerja hanya berdasarkan
performance atau penampilan kerja pegawa secara umum, tidak ada penilaian
khusus apalagi menggunakan instrument tertentu. Hal tersebut diungkapkan oleh
informan 6 yang kutipannya sebagai berikut,

Ketika swadana, swadana penuh tahun 96, mulai diterapkan yang
namanya insentif. Pola baginya baru kita coba secara performance gitu
lho. Jadi performancenya bagus ya dapat insentifnya agak tinggi. Yang
menilainya ya atasan langsungnya. Untuk PNS ada penilaian DP3 ya, itu
juga bisa lihat kinerja, tagi RIS aja.

Pada erafs
sebelumnya

A.Cara yang sama dengan

cara  umum - untuk

ilaian Pelaksanaan
epala unit
pegawal
n ary Prosedur
T: ' am Buku Pedoman Keegiatan Personalia.
PIFRS Pasar Rebo dinyatdkan pada
Pt g Siste

usaha me pgawal  untuk prestas
kerjaWi nggi, maka 5 Iangsurwenyepakati
rancangdes[ aBRCoaV. a kurun waktu

tertentu i o-.'_’:ir ) ; 5 1
prestasi  kerja U

perusahaan.

Ina serta menilai

.Pai dengan ketentuan

3. Dasar pertimbangan untuk kenaikan upah serta kenaikan pangkat dan atau
jabatan pegawai berkaitan erat dengan hasil penilaian prestas kerja.

4. Tata cara/prosedur sistem penilaian kinerja diatur dengan peraturan yang
akan ditetapkan dengan keputusan direksi.
Keputusan direks yang dimaksud ternyata belum sempat ditetapkan lebih lanjut
hingga status hukum PT dibatal kan.
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Mengenai penilaian kinerja, informan 6 menyampaikan,

Nah, sekarang ya, kalau dokter sih sudah jelas bisa tergambar dari fee for
servicenya, itulah kinerja dia, dari jaman PT kan sudah dibuat, cuma
untuk yang pegawai ini agak-agak rumit. Karena untuk menilai kinerja
itukan mesti ada standar kerjanya dulu. Standar kerja itu yang harus kita
buat, itu belum ada. Nanti kalau sudah ada standar kerja kan kita
bandingkan dengan unjuk kerjanya dia, keluar kinerja angkanya kan
gitu...

Sedangkan mengenai penilaian kinerja pada saat BLUD sekarang ini, informan 8

menyatakan:

sekarang pun masii

Informan 5 me o ( )
P 3 % 3 0 : ilai anggota

1 F _#‘
“..l -

BLUD,

dengar, - dn Perbaikan

\ U

Do kinerja
aagap: guna djjadikan ln laygk tidaknya PNS -igksel enerima

angan tadi il ai an ki 6 gen dilakl oleh atasanf langsung

5 berss 2N, N Sub B cgawaian

n aplikasi ki gunakan

komWasilnyadir . kepadaDnWehatan
350 hang Penilaian
ANN

bu
Prestas Kexia ﬁm Braluran perusahaan saat

PT berjaan. ' f al tata cara/prosedur
penilaianyaitu:'. :
1. Penilaian dilakukarmseta i‘?‘ menggunakan sistem penilaian
360 dergjat dengan menggunakan formulir penilaian yang akan ditentukan

lebih lanjut.
2. Penilaian dilakukan pada akhir tahun dengan periode penilaian Januari

mWengol ahan ay

sampai Desember
3. Jenjang karir dan pola kepangkatan akan ditentukan lebih lanjut dengan
keputusan direktur RSUD Pasar Rebo.
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Penilaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 1996 hingga 2009 ini
adalah dapat disimak padatabel di bawah ini.
Tabel 6.11. Penilaian Kinerja Pegawai RSUD Pasar Rebo Tahun 1996-2009

Penilaian Kinerja
Badan Hukum PNS Non PNS
DP3 Penilaian masa percobaan
UPT Swadana Hari masuk kerja untuk perhitungan jasa medik
DP3 | Penilaian masa percobaan
Sistem penilaian kinerja dibuat pada Peraturan Perusahaan
PT Tata cargiprosedurnya belum ditetapkan direks
liaan penilaian kinerja
nerhitungan insentif

N Masa percobaan

erian Kompensas

omperisasi ‘ A pula
be sentuk ba Hana, P

dgaimana dike L& { h =t berbentuk Udna maka
ada (WUS kepegawa i 0 yaitu pegaWanik (PNS)

dan no ik P8 a0 iterimia hasi| kerja di

RSUD mengi |rf

DKI Jakarta,*s8 A POKO

fungsional, dan W *

jasamedik RS yang dikelu sv
Pegawal non organik memperoleh pendapatan yang disediakan RSUD dari

- -
\ DeNtaDdlall Vano

Damd ana PNS va dishiidgkungan Pemda
hEras, fingsional bagi PNS
E ga memperoleh insentif

apeten operasional RSUD.

dana operasionalnya sendiri. Oleh karenannya, direktur mengeluarkan beberapa
SK yang berhubungan dengan hal tersebut yang diperbaharui pada tahun-tahun
tertentu untuk melakukan penyesuaian. Diantara SK tersebut adal ah:
1. SK Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 052.1/1997 tentang
Penggolongan dan Skala Ggji Karyawan RSUD Pasar Rebo. SK ini
dikeluarkan dengan memperhatikan PP No0.15 tahun 1997 tentang Ggji
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Pokok PNS dan dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah manaemen
RS tanggal 30 April 1997.

2. SK Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 100/2002 tentang Perubahan
Penggolongan dan Skala Ggji Karyawan RSUD Pasar Rebo. SK ini
dibuat menggantikan SK N0.052.1/1997 dimana dilakukan perubahan

dalam golongan dan besaran gaji pegawai.

w

Pegawai non organik menerima uang kesra dari RSUD yang besarannya
diperbaharui seperti SK Nomor 42/1999 dan SK Nomor 008/2001

4. SK Direktur RSUD gmor 006/2001 tentang Pemberian

Tunjang e ] S B0, Tunjangan Asurans

Jiwa Jrganik RSUD Pasar

ol ( 3 - ‘ dalen daftar ggji

i 1 it ng, disetorkan

us gelola ast

asar Rebe ] : kan dengan
irektur RSUD Rasar fRebiNomor_007/2001<tertangPer ubahan
esarg Senti f biaga N opd®rganik, ana diber insentif

pegawa 3 dibeda ya bagi
VQadokter dag ot A .

Wktur menetd erjadi luarj jasdlamal

suk f adakblrektur RSUD

asa m“ \m gan SK Direktur RSUD

asa ua kalinya dengan

SK Dir r dimana besar jasa yang

diterima pegawai e ‘ W %‘etahun.

RSUD juga memberikan penghargaan kepada pegawainya seperti :

1. Pemberian bonus untuk pegawai, ditetapkan dalam SK Direktur RSUD
Pasar Rebo Nomor 10/2002

2. Keringanan pembayaran bagi karyawan dan pensiunan RS yang
menggunakan fasilitas RSUD Pasar Rebo sesua dengan SK Direktur
RSUD Pasar Rebo Nomor 104/1996 yang direvisi dengan SK Direktur

RSUD Pasar Rebo Nomor 23/1999.
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Pada saat berbadan hukum PT, ditetapkan SK direkss RS Pasar Rebo DKI
Jakarta Nomor 231 tahun 2004 tentang Penetapan Kesegjahteraan bagi Karyawan
Rumah Sakit Pasar Rebo selama Masa Transisi. Di dalamnya ditetapkan hak non
gaji dan insentif karyawan yang terdiri dari :

1. Hak cuti minimal sama seperti ketentuan PNS
Tunjangan Hari Raya
Bonus perusahaan setiap akhir tahun
Jaminan kesehatan

Jaminan hari tua

Asuransi di

Bantua

© N o o~ 0 N

S

K i S i Nk
pIBSES alih status Se gan usia

yang diber

tuan gaji pegavig, palla naesa transisi, dim ok PNS

d i PN 5%.

Ina sebhesar 159

uan p menjadi
awal PT pada

y
% ;‘ 43 n dalam benw
tuan tunja THT (Tun Hari Tua)

“)onl X l‘ﬁ% berllbwbsdl iuran

5. Kete )" denge itra Kesehatan Jaya
dimanai ¢ Q iberbentuk premi  yang
dibayarkan setiap v

Bonus perusahaan akhir tahun diatas, diberikan RS pertama kali pada 15
April 2005 kepada seluruh karyawan di lingkungan RS Pasar Rebo berdasarkan
SK direktur utama RS Pasar Rebo Jakarta Nomor 047 tahun 2005 dengan kriteria:
1. Karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun diberikan bonus
sebesar 50% dari satu kali gaji pokok.
2. Karyawan dengan masa kerja lebih dari setahun diberikan bonus sebesar
100% dari satu kali gaji pokok.
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3. Dokter tamu Rp.750.000 dan tenaga harian lepas Rp.500.000

Jasa pelayanan ditetapkan bagi dokter spesialis (fee for service/FFS) untuk
pelayanan yang diberikan pada rawat jalan pagi, rawat jalan sore, dan rawat inap
kelas 111. Jasa pelayanan juga ditetapkan bagi dokter umum pada gawat darurat,
unit medical check up serta tindakan dokter gigi. Semua hal tersebut ditetapkan
berdasarkan SK Direktur Utama RS Pasar Rebo Jakarta Nomor 059 tahun 2005.
Di dalamnya juga ditetapkan take home pay minimal bagi dokter umum, dokter
spesialis dan apoteker.

Dengan maksud un esgjahteraan dan kinerja pergawai
maka ditetapkan KD g 5 s pemberian uang makan
kepada pega ; : 3 entu per hari masuk
kehadirg - o5 Jan diberikan setiap

bul il barsame \I\ P
Pl ™ 2006 del Jr ur Utama'

-

un 2006
oro aselr Rebo.

Informai enjelaskan dalamipwaliencard mendalam bahwigsgali

diliak 0all yrokol 0awail no

Awal non

ofgan’k™di era BIS(dah | efag,peMbagiaiy cyeDegawd dan stidah inemenuhi

Upah M o kanny

ydak ada stan Sey] ﬁ bel UMRPT, sejak PT 4 . Nahitu

| sampai se g dak ac elnya, misa erapa, S1

sehi ngga 0 -y ak beda jauh yang non

da lg f £ h/aktu swadana

dlberlk {Fm “‘@ x‘h gum ada, jadi dikira-
k|r 5 H'hhm_‘ FE0C

eaItare
C

Sesuai d Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) dan PP N !\wf )ISPteatang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, makapegawal tetap yang berusiadi bawah 55 tahun
diikutsertakan dalam program Jamsostek yang mencakup :

1. Jaminan Hari Tua
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Kematian
Untuk itu, dalam Peraturan Perusahaan RS Pasar Rebo pasal 72 hal diatas

diberikan kepada seluruh pegawainya.
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Sehubungan dengan adanya PNS yang memilih untuk pindah tugas dari

RS Pasar Rebo, maka RS memberikan penghargaan kepada PNS tersebut.
Penghargaan yang dimaksud ditetapkan dengan SK Direktur Utama RS Pasar
Rebo Jakarta Nomor 23 tahun 2005 tentang pemberian penghargaan berupa
piagam dan uang. Besarnya uang penghargaan adalah tiga kali gaji pokok terakhir,
THR satu kali gaji pokok terakhir dan bonus sebesar satu kali gaji pokok terakhir.
Setelah berubah kelembagaan menjadi UPT PPK BLUD, maka banyak
kebijakan era PT yang menyangkut_kesejahteraan pegawai dilanjutkan, namun
besaran nilainya mengalami aal tersebut ditetapkan kembali oleh

direktur RSUD, dianter:
1. Denga D DG apkan kembali gaji
q 3 S deno pe ﬁ al pendidikan

C . i DS £ efja pegawal.
erendah adal@hadl peava dengaTpendic dan masa

sepesarn Rp. 900 ),-

irektur Nomor 228 ta @07 tentang penetapaR.pei an uang

an aa pedawal, ‘Baik IPN'S imatipun nen BNS. Beésainya uang

= ¥
i adal d 008 al 26 e pulan.
apan take hg ,_ ﬁ
Wrawat jalan - i
U#yan 0eSal A ;H‘\.- ﬂ;.‘. h’
4. Besaa {m:' :-u ‘ an_menjadi tiga, yaitu
al, 1Nsen )20 5

R sentif bagi direks.
Hal ter . # ‘
a. SK Direktur 0 "'cxr-'" L’berisi tentang penetapan insentif
bagi pegawa RSUD dengan menggunakan sistem skor bagi variabel-
variabel pendidikan, jabatan fungsional, tunjangan khusus, masa kerja,
jumlah hari masuk, datang terlambat dan pulang cepat, serta variabel

spesiais

jasa pelayan

ap kelas 11, kter umum

insenti

tunjangan profesi.
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b. SK Direktur Nomor 057.1 tahun 2007 menetapkan berisi tentang
penetapan insentif bagi mangiemen RSUD dengan menggunakan
sistem skor bagi variabel-variabel kinerja, pendidikan, ruang lingkup,
dan jumlah hari masuk.

c. SK Direktur Nomor 736 tahun 2007 menyatakan bahwa penetapan
insentif bagi direks melanjutkan ketetapan sebelumnya di era PT
sambil menunggu keputusan dari pegjabat yang berwenang.

5. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dengan mengacu pada SK Kepaa

Dinas Kesehatan Pxg

Direktur k2

rta sebagal atasan langsung Plh
%2008 menetapkan THR
hah tunjangan tetap
1y bagi pegawal
itupgkan lama
*Daam S un 2008
g rmene
ai THR ni telafigli baklikaghtlal am Peraturan Py D Pasar

0 13 008 Yelg dis: olgl*K epala as T erja dan

gras R i O3

buku Per
k%ejw pegawai |l
kecelak erja, jemi

£LL

kesehatan .S
skorsing, ba b0 Vel n akibat kecelakaan

kerja 1-"‘ & j‘r
Pada bulan Maret [ W an SK Nomor 049 tahun 2008

dimana di dalamnya ditetapkan bahwa tenaga profesi medik (dokter) di RSUD

t juga diernengenai

begawal mw )
‘A dan bnan pel ayanan

ma_sakit, upah selama

jaminan

Pasar Rebo perlu dilindungi dengan mengikutsertakan mereka dalam Asurans
BUMIDA yang preminya dibayarkan terlebih dulu oleh RSUD.

Dengan maksud membantu pegawa dalam menambah biaya sekolah
untuk tahun gjaran baru, maka pada 28 Mei 2008 ditetapkan pemberian insentif
tambahan bagi seluruh pegawa sebesar Rp.1.000.000,-. Hal ini sesuai dengan
alokas anggaran RSUD Pasar Rebo tahun 2008.
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Pada tahun 2009, direktur RSUD Pasar Rebo menerbitkan beberapa surat
keputusan yan berhubungan dengan kompensasi pegawai, yaitu :

1. SK Direktur Nomor 050 tahun 2009 menetapkan kenaikan gaji pokok bagi
pegawai non PNS di RSUD Pasar Rebo sebesar 15% dari gaji pokok
sebelumnya. Dengan demikian, gai pokok terendah sebesar
Rp.1.035.000,- bagi lulusan SD dengan masa kerja 0 tahun.

2. SK Direktur Nomor 234 tahun 2009 yang merevisi SK Direktur Nomor
222/2007 soa penetapan besaran upah harian bagi pegawai harian lepas.

008, RSUD Pasar Rebo telah
mengusulkan Pg ‘u RE X . da DKI| Jakarta melalui

Sebenarnya pada perte

cara mendal am, I"ior 6 fienyatakan,

genai nerasSiya. SScenarnyaikita dis dah mengustilkan ke
5 apekar. |Uge fla at ke usulan

eras kita."IKa dah BELU aharusmembuatre as ya, tapi
Wisahkan dulyelen d ﬂ
- .
Inforwenyatakan o H
sudai™TenoL '-ﬁ‘\ chag ;'. wwatan tapi itu
i’ lr'

‘l (1€ |. -1 gRall Se arumyam
BL 3 kepada Dinkes.

a)' oy NGRS Provinsi DK| Jekarta

Pemberian perubahan atau pertambahan kompensasi yang telah dilakukan
oleh RSUD semenjak berbadan hukum swadana hingga BLUD saat ini dapat
dilihat padatabel berikut :

Namun hingga s

mengenai usulan remuneras
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Tabel 6.12. Pemberian Kompensasi Pegawai RSUD Pasar Rebo Tahun 1996-2009

Uang beras Pemda

Pegawai
Badan Hukum PNS Non PNS
. Gaji
. Gali . Uang kesra
Tunjangan fungsiona :
Tunjangan kesra Pemda Tunjangan beras
UPT Swadana Asuransi

kesehatan/jiwa/pensiun

Tunjangan jasamedik RS

Bonus
Kenaikan gaji pokok 15%
Fasilitas ghifl status PN S Kenakan gaji pokok 25%

Uang makan p
- fo Q

HBLUD

R

6.4.4. Pendidi

Pada saat berbent
Diklat. Namun instalasi ini lebih yak mengurus
pegawai, terutama perjalanan atas perintah direktur.

pegawai belum ada

makan

H \surans 2umida bagi prof M
~odf u mf°a ﬁh
Sumber : RSUDMagiiRdio " i W R g

egawal
gokter

Ll

apote

—d

egawai ditangani oleh Instalasi

masalah perjalanan dinas
Perencanaan diklat untuk

Bila ada informas atau penawaran pelatihan yang

berhubungan dengan pegawai, barulah diinformasikan kepada pegawai bidang

yang bersangkutan. Lebih lanjut informan 5 menyamp

aikan :

Yang swadana dulu, ada instalasi diklat. Paling dia mengurusi perjalanan
kalau ada tugas-tugas kepegawaian, ke DKI gitu. Misalnya ada pegawai
kita yang dapat tugas dari direktur, dia yang mengurusi. Kalau ada

pelatihan, tapi bukan usulan dari unit,

Cuma kalau ada yang
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menawarkan, nah dilihat. Kalau ada yang bagus ikutlah gitu. Kalau

pegawai sekolah sih tetap ada, ada yang tugas belajar ada yang ijin

belajar. Tapi biasanya dari direktur inisiatifnya, ada pegawai dianggap
direktur bagus maka dia disuruh sekolah. Biayanya bisa cari sponsorship
gitu.

Saat memula UPT swadana, direktur RSUD saat itu berupaya
meningkatkan kinerja pegawa dengan cara melakukan banyak kegiatan dan
pelatihan yang berhubungan dengan kerjasama tim dan peningkatan mutu layanan
RS, seperti pelatihan team building, out bond, sensitivity training, pertemuan-

pertemuan GKM (Gugus ang difasilitas oleh konsultan

berpengal aman. RSP j o asi pegawai RS bersama

keluargany digtas sebagaimana
disampai Informan 3
menjé 3 s . buRgan antara

ma an sel urureeg:N

el dte egl al

Ojuan dari semua kefliatan
ai. Jagl bungafikh l : i ) hih enak,
munidsifbagus. Mg ] tea ' ng kuat,
y soli glaola € g ' Der caya.

fa positive /e
Wi han, kita bay tellflorong kel ebi hain
ﬁai mana diu : | 2 dan inforaw{vahwa pada
inigrRSY i3 A0 pendig
era sw | ‘.f‘-u O% el k ara perawatnya

B

menjadi diplomagill. Caraiyanorc nuhatialah dengaagmiembika kelas seusai
jam kerja di RS*daA™hal” I nL_gli | allikani.b Samerdengan Akademi Perawat
Departemen Kesew ;; edakan antara PNS dan
non PNS tetapi harus lu 5 . Setelah mereka menyelesaikan

pendidikan diharuskan menjalani ikatan dinas di RSUD Pasar Rebo.
Saat berbadan hukum PT, RS Pasar Rebo juga mengikutsertakan 20 orang

perawatnya untuk mengikuti pendidikan formal S1 bekerja sama dengan instsitus
pendidikan di Philipina, yang diselenggarakan di RSUD Cengkareng. Beberapa
pegawai lain juga mendapat tugas belgar S2 administrass RS dan D3 rekam
medik. Hal ini diungkapkan oleh informan 5 dalam wawancara mendalam.
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Pada Peraturan Perusahaan PT Rumah Sakit Pasar Rebo BAB XVII
tentang Pendidikan dan Pelatihan pasal 62 dijelaskan :

1. Program pendidikan dan pelatihan pegawa dapat diselenggarakan untuk
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap kerja pegawai dalam
menghadapi serta menangani masal ah-masal ah kepegawai an.

2. Latihan dan pendidikan yang diselenggarakan dapat berupa:

a. Latihan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak Perusahaan
b. Latihan dan pendidika
Perusahaan

3. Pendidikg ! & atagoei yaitu :
a lzi 2 (

» 00
‘. . ' ! ampuan  dan
Stehuan tapi \ Njadi priorffasiPenss dan tidak

yang diberikan oleh lembaga di luar

Pegawal yang

gas Belaja

Perusahaon aka : pes belajafikepada "Pegalilai  yang
enuhi 3 Ng endidrk g sesuai

ebutuhan orgg ' A a.ll< Jiatur oleh k reksi

4-@Na| yang di tidikan forrrw biaya dari

-. an d I Perusahaan
.qn. /e {m atan dinas.

5. J0askal an informa dalam
bentuk k

untuk

) 1N lokakarya diwajibkan
membuat io "H"' B pelaksanaan  kegiatan  serta
mempresentasikan hasil pengetahuan atau ketrampilan yang didapat di
depan unit terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.
6. Ketentuan lebih lanjut untuk pendidikan dan latihan untuk Pegawai
Perusahaan diatur dalam peraturan tersendiri.
Menindaklanjuti peraturan perusahaan di atas diterbitkan SK Direktur
Utama RS Pasar Rebo Nomor 741 tahun 2006 mengenai Penetapan Buku
Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai RS Pasar Rebo. Di
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dalam buku tersebut diuraikan mengenai prosedur tetap (protap) yang berkenaan
dengan diklat pegawai, diantaranya:
1. Protap analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
Protap perencanaan dan anggaran belanjatraining
Protap pel aksanaan anggaran belanja diklat
Protap pelatihan, seminar dan symposium
Protap pendidikan tugas belgjar

S e

Protap pendidikan izin belgjar

Dalam protap pendigl dijelaskan bahwa hak pegawai

tugas belgar di perkuliahan maksimal
100% dan angkan diantara
as sekurang-
h tahun untuk

paikan

al tugasioe ajar, "We ' 8, b uang kuliah
' INg ol iR hag SoesameLa pe an yang

xtiga lagi hart, wal yang bers an, dan itu
Wskan sampai

Hal H'uga disamp . aga informan
g i denBanhet : 2 T .
tersebut ai d ‘-‘,nf.?‘q -.“ eb g dikeluarkan

tahun 2007 damgiaitin 2008 apkansbesarnya bantuanibi aya pendidikan

Daql .pegal * ai
Namun saal S mengelua 4

sulit dilakukan RSUD, sebagamal ] pakan oleh informan 5 sebagai berikut:

Kita sudah menyiapkan anggaran misainya untuk sekolah perawat dan
analis, tapi sampai saat ini belum dikeluarkan juga oleh direktur,
padahal dari diklat sudah menyampaikan tapi belum disahkan pimpinan.
Jadi kita deh yang dikgar-kgar ama pegawainya. Mereka kan sudah
bayar uang sekolah, jadi sekarang minta penggantian yang dua pertiga
itu. Kabarnya direktur pernah mendengar bahwa ada temuan inspektorat,
uang sekolah itu tidak boleh dikeluarkan, karena pegawainya non PNS
jadi tidak punya ijin belajar dari dinas kesehatan atau gubernur

program D3 alatip sepesaradie per tiga bagian.

embiaya pegawa sekolah
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Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan 6 dan informan 8. Pernyataan
informan 6 adalah sebagai berikut :

Di kita kan pegawai BLUD ada yang PNS ada yang non PNS. Kalo yang
PNS nyambung ya minta izin sekolah ke dinas kesehatan, tapi ketika kita
usulkan yang non PNS gak nyambung ke dinas, mereka bilang bahwa itu
bukan kompetensi mereka member izin, tidak ada wewenang. lya betul
juga sih. jadi balik lagi ke pimpinan berani atau tidak, kan begitu.

Pernyataan informan 8 sehubungan dengan hal di atas yaitu :

Pegawai non PNS bisa sekol@i, pakai dana BLUD, ya asal bertanggung
jawab. Kalau meg ung jawab itu ya ada rencana
kebutuhan_ e ada duitnya, ya sudah
berang 0

Informanipa ; : L[ anyang balk dalam

ung-jawab atau
holehn ggunakan
PNBP

tiap 3 bulangeeh
u Menteri Kesehatan.

W(ai tanpa har us s al:
F pada DinasiKes3 A

kan |ﬁil abberlkan tiap 3
bulan tefSchif m "m nggaran kita. Kita punya
yangi : Di dlal

h el harusnya keluar rencana
awan-kawan di BLU
SHU, bukan pada
memberika . ; arakat. BLU tidak
mempertahankan 1TTOY/al alah bisnis yang sehat. Jangan
melakukan efisiensi yang t da perlu, tetapi tidak ada peraturan bisnis
yang sehat bahwa harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Akibatnya sekarang RS membuat suatu perecanaan SDM, dan
dimanfaatkan pada tahun berjalan

Informan pakar 2 juga menyatakan hal yang serupa, yaitu “
Apa itu BLUD? Saya lihat betul di situ, salah satu faktor terpenting
adalah SDM. Sebetulnya SDM salah satu faktor penting, dia akan

mendukung kinerja, akhirnya bisa menghasilkan produk jasa sehingga ia
bisa menjadi mandiri. Kalo orangnya tidak mampu mengembangkan
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sesuatu bagaimana dia jadi bisa berkembang? Nah persoalannya cuma
satu, kalo menurut saya memang kadang-kadang pemimpin rumah sakit
kita dengan kata lain...tidak mengetahui dengan persis tapi ya
Klinikus...memang. murni lebih tahu soal bagaimana mengobati penyakit.
Kesimpulannya belum bisa mengobati organisasi ”

Sedangkan berkenaan dengan program diklat berupa pelatihan singkat,

simposium atau seminar, informan 5 kembali menyampaikan :

Untuk anggaran diklat belum bisa running ya, khususnya pendidikan
formal. Tapi untuk yang informal, misalnya pelatihan beberapa hari,
seminar, ya jalan lah.

Mengenai gaakisi B ARkorman 5 mengungkapkan,

Wak haru mulal dibuat.
ita I 13 ya,skemudian baru
0 z - . € sebentar, jadi
) 3 el e nggmasuk |SO

u.

<919 Cle er ) cu | D banWa
pr RSUD melakukan
anali ebut Aiklat g thy A ngaMasing. la unit dalgl hal ini

sun anggaran diklat, terflebifdulu setiap unit di

-l '.o g yan % dlmlllkl

oI dengan ken 8 unit dapat p siapkan

progrwngembang 3 , keahlian
tertentu #hj ut Yia e iFelak ebut diklat pegawai
v S et

RSUD yang, s o, rar 5C SLinanaemen untuk

disahkan.
Mengenai. ﬁ . u merata bagi pegawai
W petens yang diharapkan rumah sakit,

dengan mempertimbangk

informan pakar 2 mengemukakan “Teori Sel” dalam mengelola SDM. Dijelaskan
bahwa SDM sebagai inti sebuah sel memerlukan plasma sel untuk tumbuh dan
berkembang dengan baik. Plasma sel tersebut akan menghidupi dan menentukan

1 harus m

bagaimana inti sel pada masa mendatang. Sedangkan kebutuhan yang harus
didapatkan olen SDM tersebut adalah knowledge, skill, afeksi, jasmani yang sehat,
imbalan yang sesuai, dan training.
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Hasil penelitian diatas dapat dirangkum dalam tabel berikut :
Tabel 6.13 Diklat Pegawa RSUD Pasar Rebo Tahun 1996-2009
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Diklat Badan Hukum
UPT Swadana PT UPT PPK BLUD
. Kepaainstalas Asisten mangjer | Kepalasub bagian
Penanggung jaweb Diklat Training Diklat
Mengurus Mggmgjja(tagga Membuat peta
perjaanan dinas kebutuhan diklat kebutuhan diklat
Diklat pegawa | Diklat pegawai | ©D'Klat pegawa
pasif mulai aktif kUit sesua
kebutuhan
Pembuatan
Kegiatan prosedur 1SO
sub bag diklat

esylitan dana
g pegawai
bel gjar
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BAB 7
PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang telah diuraikan
sebelumnya. Secara berurutan akan dibahas tentang keterbatasan penelitian dan
pembahasan hasil penelitian sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan.
Adapun variabel tersebut tersebut terbagi atas perubahan organisasi RSUD Pasar
Rebo, status pegawai RSUD Pasar Rebo dan fungsi-fungsi operasiona sumber

daya manusia yang dilaksang asar Rebo.

7.1. Keterbat
E erbatasan yang
dialami seflianya akan
dilg ] i UD Pz §'Yang saat™ nenjabat tidak

one 0/baru sgja
Rebo dan ketidakbersegli direktur

el tefs secara urg tidak

direktur,

Ussha RSUD PAAIREB0 41

RSUD masih merupakan

ama bekerja semenjak

7.2. Pembahasan Hasil Penelitian
7.2.1. Perubahan Organisasi Rumah Sakit
7.2.1.1. Bentuk Badan Hukum

Dengan mempelgjari hasil telaah dokumen dan wawancara mendalam
dengan parainforman, maka dapat diketahui bahwa RSUD Pasar Rebo mengal ami
dua bentuk badan hukum pada tiga periode waktu yang berbeda, yaitu unit
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pelaksana teknis Dinas Kesehatan dan perseroan terbatas. Hal itu sesuai dengan
Peraturan Daerah yang menjadi dasar perubahan badan hukum RSUD Pasar Rebo.
Perubahan badan hukum tersebut merubah nama RS, yaitu RSUD Pasar Rebo saat
berbentuk UPT dan RS Pasar Rebo saat berbentuk PT.

Menurut Rijadi (2005), perubahan kelembagaan RS pemerintah (RSP)
telah berlangsung sgjak lama, baik karena perubahan yang direncanakan RSP
sendiri maupun sebagai dampak peraturan perundangan yang ada. Pola perubahan
kelembagaan RSUP dan RSUD mempunyai pola yang berbeda. Faktor yang
menjadi penyebab perubahag '

1. Sistem pgii

g terjadi perubahan yang
ang juga berdampak

1999 tentang
jeralka o MaSIPE! ay o™k esche Reform)
jadi di dunia, yong ju

gar erakan New, P

= |
% Rel 2 an Unit Pel

awanya, RS nis Dinas

i N

Kesehat {.. M:,J lf% qm uba sebagal Unit

Swadana Raerd ‘r Jni adana Daerah
el =

dapatannya sendiri

institusi

secara penuh: 0
pera ' m sl haraan dan peningkatan
SDM sesuai dengan Perda™Neg3 W D6MPada saat itu, bentuk badan hukum
RSUD Pasar Rebo tetap merupakan UPT Dinas K esehatan.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Perda No.15 tahun 2004 maka badan
hukum RSUD Pasar Rebo berubah menjadi PT dan nama rumah sakit diubah
menjadi RS Pasar Rebo. Setelah dibatalkan badan hukum PT oleh Perda No.5
tahun 2006, maka RS Pasar Rebo kembali lagi menjadi RSUD Pasar Rebo yang
merupakan UPT Dinas Kesehatan DKI Jakarta ~ Berdasarkan Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta N0.249 tahun 2007 maka RSUD menerapkan pola

guna membiayai |
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pengeloaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD). Jadi sebelum
dan setelah berbadan hukum PT, RSUD tetap merupakan UPT Dinkes DKI.
Perbedaannya, sebelum PT, RSUD merupakan Unit Swadana Daerah dan setelah
PT RSUD menerapkan PPK BLUD.

RSUD dengan PPK BLUD harus melaksanakan berbagai ketentuan yang
ada pada Pergub No0.29 tahun 2006 tentang PPK BLUD Provins DKI Jakarta.
Diantara ketentuan yang berhubungan dengan manaemen SDM adal ah:

1. Pengukuran Kkinerja yang Qbjektif dihubungkan dengan pemberian

remuneras

. Penyusu B non PNS dan formula

anyak hal
system
emadai,

Kukan untuk

un 2006

dapatan op nya secara
10 be kenMnW;Ian produksi
AN N

fdan_peningkatan SDM.

sal 15 Pergu

alitas dan kuantitas
SDM sesuai den

wr : ;
Penjelasan dari z h‘enguatkan pernyataan tersebut,

dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak boleh dipakal dan harus disetor terlebih dulu
kepada kas daerah. Bila pendapatan tersebut mau dipakai, harus meminta kembali.
BLU mengizinkan PNBP dipakai tanpa harus setor dulu, dengan melaporkan
setigp 3 bulan kepada Dinas Kesehatan atau .Gubernur atau Menteri Kesehatan .
pengeluaran tadi harus merujuk pada rencana bisnis anggaran yang didalamnya
dapat dibuat perencanaan anggaran untuk pengembangan SDM rumah sakit.
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Pernyataan yang senada disampaikan pula oleh informan pakar 2, bahwa
dengan menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD maka mangemen SDM
menjadi hal yang prioritas, karena SDMlah yang menjadi backbone dari seluruh
produksi terutama jasa.

7.2.1.2. Visi dan Misi

Bila diperhatikan dengan seksama hasil penelitian, sesungguhnya ada
sedikit perbedaan visi ataupun misi_RSUD Pasar Rebo pada ketiga era badan
hukumnya, namun ketiga ptasi  kepada pelayanan kesehatan

individu yang bai of i] s RSUD memandang
hanya sebatas ( ’ nan terbaiknya pada
kedarural ditujukan bagi

ma Al d > -H [ ‘c LUDS&at
ini visi - RS i : ayaman prima dan
hangan ini

bahwa bherubahnya stattis hadan hukum RS menjadiaf embuat

iga meng .,‘ 0 dia~dan pe c sasaran el ayanan,
rnya u S R y lebih DM yang
Namun da ﬁ ~v idak pernah w
ah peningkatanye euntungan. H
H“nl b \m OS)hg menyatakan
bahwa bentuk™e ; m proanisas dan rencana
operasionaln
tidak bisa men M‘

hukum PT untuk RSUD jﬁ W

misi. Sebab PT menurut UU merupakan vehicle atau kendaraan untuk urusan

adanya

ori

S Oa U tidak sesual, kita

'jUgambil bentuk badan

an tidak sesuai dengan visi dan

C G

ekonomi-ekonomi atau bisnis yang didalam UUD diatur dalam pasal 33 tentang
perekonomian Negara. Sedangkan RS sebagal bagian fasilitas diatur dalam pasal
34 UUD 1945. Jelas mengambil bentuk PT merupakan kebijakan yang tidak
sesual atau tidak sealur antara bentuk operasional dengan visi misinya.

Masih menyimak pendapat Thabrany (2005), mengena perbandingan
kesesuaian antara visi-misi dengan bentuk organisasi (badan hukum) RS. Bentuk
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kelembagaan atau badan hukum yang sesuai dengan RSUD adalah badan layanan
umum atau lembaga teknis daerah bukan PT. Hal ini disebabkan visi-misi RSUD
adalah menyediakan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau sedangkan
viss misi sebuah PT atau BUMD adalah penyediaan pelayanan, laba dan
pendapatan.

Kondis saat ini RSUD di Provinsi DKI Jakarta merupakan UPT Dinas
Kesehatan dengan PPK BLUD. Dengan demikian visi dan mis RSUD secara
umum dapat dikatakan sejalan dengan bentuk badan hukumnya.

7.2.1.3. Tujuan '-

' { sUD adalah mampu
melaku \ nf2005, tujuan RS
ditagib. of DM yang

tujuan "tergels

,-.- at Derkaitan; : mencapai

b
- -

ke yelenggarakan kesehatan érmu sgfta dapat

di pertangguuac] awabkan secarafihmis gda masyarakat sanoalgciperlukan SDM

yang memilikj ampud ssiohdll dag*ciau okegémik serta mhjunjung
ti

Dfesi ya N 5 embang 2dokteran

d an. Denga - M J janggap adal“g untuk
mela emberdayaa

Mlkalt !; ::: |’ andhsejalan dengan
pasal 15 Perguf ‘r \’Lm ang_menjelaskan bahwa

5

RSUD dapat
membiayai kegi

ara langsung untuk
iayal i barang dan jasa yang
dibutuhkan, kegiatan pem 2% [ an SDM.
7.2.1.4. Struktur Organisasi

Secara keseluruhan struktur organisasi RSUD Pasar Rebo mengalami
perubahan sesua perubahan badan hukumnya. Bila diperhatikan lebih jauh, maka
terlihat bahwa struktur organisasi saat swadana punya banyak kesamaan dengan
saat BLUD. Kedua struktur organisasi tersebut masing-masing ditetapkan
berdasarkan isi dari peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur
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mengenai organisasi dan tata kerja RSUD. Dengan kata lain, struktur organisasi
RSUD telah ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta. Hal ini berhubungan dengan
status unit swadana dan BLUD sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
Berbeda dengan struktur organisass PT RS Pasar Rebo yang ditetapkan
berdasarkan SK direktur.

Struktur organisast UPT RSUD Pasar Rebo lebih banyak menggambarkan
jabatan mangjemen dari pada jabatan instalasi yang menghasilkan pelayanan
rumah sakit. Hal ini sebagaimana_ diungkapkan Sogjitno dkk. (2002) dimana
adalah instalasi. Sebagal unit
Rg tombak produks dan

daam RS, unit yang meng
penghasi| pelayaa
operasional , di

manage Yy

erupakan jabatan
ang seharusnya
! aat, ini adalah

pala bidang K@ :‘-’ an kepala
[ pakan uns Dnal g8

epinakan struktur ol

tingkat
nSfungs’. Mend ogji Kk (2002)

mg harus Struktur

aru yang akg - ’ﬁ rn pakan suatu St g adiktif

yangWan fungs da ampu menaWengan baik
perubah#gku l,.p anga hr
W D0Si S.S » ‘;_p Kepegawalan pada

struktur orgar gelana o peberapa informan

menyebabkan k g me "Tata Usaha di bawah
wadir umum dan keuang nepjalanjan fungs sebagal administrator sgja,

bukan pengelola SDM RS. Sangat berbeda dengan struktur organisasi PT, dimana

mangjer SDM langsung bertanggung jawab kepada direks dan membawahi tiga
asisten mangjer, yaitu personalia, diklat dan pengembangan Karir.

Seharusnya menjadi perhatian Pemda DKI Jakarta, bahwa struktur
organisass merupakan aat untuk membantu mangemen dalam mencapai
tujuannya. Karena tujuan tersebut berasal dari strategi keseluruhan organisasi,
adalah masuk aka ketika strategi dan struktur saling terkait, sebagaimana
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dijelaskan Robbins (2002). Lebih spesifik, struktur harus mengikuti strategi
organisasi, struktur harus dimodifikasi untuk memuat dan mendukung perubahan
ini. Jadi perubahan struktur organisasi, dapat memperkaya fungsi masing-masing
bagian.

Dalam struktur organisas RSUD saat ini tergambar bahwa Satuan
Pengawas Internal (SPI) dipimpin oleh seorang ketua yang membawahi tiga
koordinator, yaitu koordinator audit SDM, koordinator audit keuangan dan
koordinator utilisasi aat. Jadi dalam bal ini SDM dianggap merupakan salah satu
diaudit secara berkaa oleh SPI. Di

sub bagian dengan

unsur penting dalam organi sas
Sis lain, mange
pengaturan g pada sub bagian lain

yaitu sudsag > ' i an mengurangi

kel ellias A ad ‘ SUD j al 'dengan apa
Mei: Oleh infor \ . A, an - untuk

plalal anl S plt dan
i elelu adll dalam 5 g cc DM

an UPT
swadana ti erkenankan

Rshdapat merekrut
A\

Hegawal yang berasal

us pegawai,

pegawai
pendapatann mulai memikirkan
bagaimana cara' ‘avva menilal  kinerja
pegawainya sendiri, mengatti d b‘l“ ai fkebutuhan mereka dan memberikan
kompensasi sesual dengan standar yang ada.

Peraturan pegawa juga harus disesuaikan dengan adanya dua status
kepegawaian yang berbeda, disatu sisi memperhatikan aturan badan kepegawaian
daerah untuk PNS dan menyimak baik-baik UU Ketenagakerjaan No0.13 tahun
2003 untuk pegawai non PNS. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan
pakar 1 tentang perlunya dua pendekatan yang relative berbeda untuk membuat
peraturan pegawai, PNS dan non PNS. Peraturan pegawai yang ada, baik produk
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era PT maupun BLUD telah dibuat sesuai ketentuan di atas dan disahkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras DKI Jakarta. Masalah ini menjadi
sangat penting, terlebih lagi komposis pegawai PNS semakin sedikit bila
dibandingkan dengan non PNS. Pemda Provins DKI Jakarta sudah melakukan
tindakan antisipatif dengan menerbitkan Pergub No.72 tahun 2007 yang berisi
peraturan bagi pegawai non PNS bagi BLUD di DK Jakarta.

Pada era PT, sempat terjadi masalah yang berhubungan dengan status
kepegawaian di RS Pasar Rebo. ebagal perseroan terbatas, maka seluruh
pegawal rumah sakit seharusi dal PT, dan tidak dikenal lagi status
PNS dan non R 3 2 avwa Pemda DKI yang
diperbantuka : an berbagal reaks
dari PN 3gte (G % 1 chagian PNS pindah
ceci| setuju

9T h: ngga dua

ak akan

2 hak dan

pakar. 1,
d Status
) -V=

hi na

keWereka mengi kil ke
@

ter

\
Yo
men SDM akan

disampaikan s, penilaian kinerja,

pemberian kompw.l

7.2.3.1. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan seleksi di RSUD Pasar Rebo semakin tertata rapi dan lebih
ketat. Semenjak merupakan unit swadana daerah hingga BLUD, prosedur seleksi
calon pegawa semakin lengkap. Saat awal berbentuk swadana, protap rekutmen
dan seleksi pegawal telah mulai dibuat dan disahkan oleh SK direktur, protap
tersebut diperbaiki pada tahun 2000. Pada era PT, protap sudah dibuat khusus
dalam sebuah buku pedoman dan disertai contoh-contoh formulir yang menjadi
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instrumen proses seleks tersebut. Tes yang harus dijalani pun bertambah,
misalnya tes MMPI diformalkan, dilakukan wawancara dengan psikiater, uji
kredensial khusus untuk dokter dan uji ketrampilan bagi profesi tertentu. Hal ini
berhubungan dengan kondisi RS saat itu yang berbentuk PT, dimana seluruh
pegawai akan menjadi tanggung jawab perusahaan maka perlu disiapkan sistem
yang sebalk mungkin dalam seleksi pegawai.

Kegiatan rekrutmen tenaga kerja dimaksudkan untuk pengadaan dan
penarikan tenaga kerja guna mengisi posisi dan formasi yang belum terisi maupun

bagian atau tugas baru yang f_perusahaan. Sedangkan kegiatan

seleks tenaga kefjiasely g [@naga. kerja yang memenuhi

Ji ,atas sebagaimana

am hal ini
dlkan teru eglaten seleks
ekép dalam
 (2006),
diana’ada ti gageliasan utarme karyawan, yang tepats Pertama,

BNeak e, neker aanpya. i §engallfapa yang ditulis ojghe

pré atau Ke edua, hal
ini ' arena merekr, a M jak aryawan ad . Ketiga,
kar ada dampak an orang y

S#BL : Mawal RSUI.D
#_ m“ direktur. Tim seleksi

dilaksanakan, Ofe
ini terdiri até . B nit sebagal atasan
langsung calon el g TU Bagian Kepegawaian
membantu menyediakan u ,'-nl" ‘kﬁuhkan dan melakukan proses

administrasi. Hal ini dapat meningkatkan independensi dalam menerima pegawai

sehingga dapat lebih sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Selanjutnya, pegawa yang lulus seleksi terlebih dulu menjalani masa
orientas selama satu minggu. Proses orientas merupakan ha penting bagi
pegawai baru untuk dapat mengenal bagaimana pekerjaannya dilakukan dan
lingkungan pekerjaannya sebagaimana dijelaskan Sastrohadiwiryo (2005),
kegiatan induksi dan orientasi ini dimaksudkan untuk memberikan penerangan
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kepada tenaga kerja baru yang akan memula bekerja tentang bagaimana suatu
pekerjaan harus diselesaikan. Pengenalan ruang lingkup perusahaan serta
kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku dalam perusahaan. Selain itu diharapkan
tenaga kerja baru tersebut selain tidak merasa asing terhadap pekerjaannya juga
terampil menghadapi pekerjaan seperti halnya tenaga kerjayang lain.

Proses rekrutmen dan seleks yang saat ini dilakukan didasarkan pada
permintaan kebutuhan pegawai dari unit yang membutuhkan belum didasarkan

kepada perencanaan berkala dari _sub bagian kepegawaian.  Unit yang

membutuhkan pegawal bar fa pegawa ada yang pensiun atau
mutasi keluar oLg Sl L j O permohonan perekrutan
pegawai b r erahkan masalah ini
I pendapat Ilyas

gbagi rumah

‘#-I‘ )l dlal

sakit perlu memasti kafiBahwia masa depan tel

mah s perlu bertindak rasiona

Sakit pe

7.2.3s laian Kiner

- |
Kdtan # . 1Y : terh&v tenaga kerja

dimaksudkag dan.sedang dilakukan,
juga dimaks 0
keterampilan kerm i

Penilaian kinerja di"iR& iﬁel um mengalami perkembangan
yang bermakna, mulai dari RS berbentuk swadana hingga BLUD, terutama

an, kecakapan dan

penilaian terhadap pegawai non PNS. Setelah menjalani masa percobaan tiga
bulan dan dinyatakan baik, belum ada sistem yang dirancang untuk menilai sebaik
apa kinerja pegawai tersebut. Penilaian kinerja yang saat ini dilakukan kepada
PNS merupakan aturan yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Propins
sehubungan dengan pemberian TPP.
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Tentunya penilaian kinerja menjadi amat penting dan dianggap bermakna
di saat mangjemen rumah sakit melihat bahwa penilaian itu memang diperlukan
dan memberikan manfaat bagi RS. Perlu dissmak pernyataan Dessler (2006),
bahwa ada beberapa alasan untuk menilai kinerja bawahan. Pertama, penilaian
harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses mangemen kinerja
perusahaan. Kedua, penilaian memungkinkan atasan dan bawahan menyusun
sebuah rencana untuk mengoreksi semua kekurangan yang ditemukan dalam
penilaian dan menegaskan hal yang telah dilakukan dengan benar. Ketiga,
penilaian harus melayani tyj pkarir. Keempat, penilaian hampir

selalu berdampak 2 ; : QMOS.
S, adanya berbagai

estalien kompensasi,

i §rs 03 encanaan dan
a1 ,.- pangan prosessiafng

erupaya

1 dan meng

septlal; B0la €

kinerja para dokterny@idengen sistemn imbal vice dan
pay.Ji nal. BifaglihuBungekan dendan ang ' aslen rawat
poliklin i oran Te D 2007)

dari 180.1

J
terjasli gngkatan jumlg an pada
tehun@Q0s menjadi 195,512 pedataiitin 206 213.063 pad .
Daiah peaier \m dicafuikan mengenai
penilaian _pres .# — . ) ditine *‘. dengan tata cara

penilaiannya. fga sUdans O ot eg it untuk melakukan

penilaian terhadmt aplikasikan hingga saat

ini. Masa berlaku badan W Si dapat menyebabkan terputusnya
upayaini. Hingga saat ini, berdasarkan wawancara dengan informan RS memang
belum ada penilaian kinerja karena belum disusun standar kerja seluruh pegawai
yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melihat unjuk kerja pegawa yang
menghasilkan angka atau nilai kinerja. Hal ini sesuai dengan Dessler (2006) yang
menyatakan bahwa terdapat tiga tahap proses penilaian kinerja, yaitu pertama,
mendifinisikan pekerjaan dimana dilakukan kesepakatan tentang kewajiban dan

standar pekerjaannya. Kedua memberikan penilaian dengan cara membandingkan
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standar kerja yang telah ditetapkan dan kinerja pegawai sesungguhnya. Ketiga,
sesi umpan balik dan membuat rencana upaya pengembangan.

7.2.3.3. Pemberian Kompensasi

Sebagaimana dijelaskan Sastrohadiwiryo (2006), kegiatan pemberian
kompensasi dimaksudkan untuk memberikan balas jasa atau imbalan jasa kepada
tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan kontribusinya dalam
mencapal tujuan perusahaan. Kompensasi tidak terbatas pada imbalan tertentu,
tetapi meliputi gaji, perus B, tunjangan keluarga, tunjangan
kesehatan, tunjang

Sej Ji ! UD sekarang ini,
RSUD | membayar gaji,
tunjaihg ( eguali, hal itu

jug i 1 9e(al termasuk
PNS /e : KUKSH: gel upaya
sepettimsiangpenghargaan sudal '

Penga Nya duaNs
be 2 mang| dapatan
p
antar a yang dap

disampasiggafoleh {

Kinerja pegawet’

Hal ini sanggilié - jadi enMdapatan

agaimana

a| sahmempengaruhl
m &a BNS dan non PNS
yang memiliks oF!

PNS menperoleh sehag an besar e ari Pemda DKI Jekarta
sedangkan non PNS mem s W atan rumah sakit sendiri. Jadi

dengan sendirinya, ggji dan fasilitas lain yang diberikan kepada non PNS harus
memperhatikan besarnya kemampuan RS. Bila meninjau Pergub Nomor 29 tahun
2006 tentang PPK BLUD Provinss DKI Jakarta, maka besaran maksimal
remuneras sebesar 60% dari pendapatan operasional RS. Menurut informan dari
RSUD bahwa kondisi yang dialami RSUD saat ini pendapatan operasional yang
digunakan untuk belanja pegawai belum mencapai 50%nya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 dan informan 6 bahwa
adanya THP minima menjadi temuan audit dari BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) yang harus ditinjau kembali oleh RSUD. Di sisi lain, informan 5
mengungkapkan, dengan diberlakukannya THP minimal ini, terdapat pegawai
medis yang menganggap bahwa sudah cukup mendapatkan kompensasi dari
RSUD senila THP minima dan tidak perlu meningkatkan kinerjanya dalam
melayani dan menambah jumlah kunjungan pasien. Hal ini menjadi kontra

produktif dengan tujuan diberlakukannya THP minimal yang ingin meningkatkan

kuantitas dan kualitas pelgys

7.2.3.4. Pend ( )
2 \ ingkatkan dan
mengen getahua Yamr a0a kerja,

.r

sekaligus menambah kesgjahteraan
para dokter dan ag

ba dertkatamgou vah aalar peke ruU' maupun
yangitelah.memiliki tanggung [aiabiSebe ik akerja

yalg bersangklitean dape DI ; 2 X guna

(S8 0,20086

Wal berbentukgliPT }'{ Instgllesi Diklat m sialisas
pelath seminar ya i aga RS saja tanpa secara teliti
kebutuhdklat q;j eganBiggelam pelatihan
tersebut. i ng .\:‘m *‘ ; angkan inisiatif
untuk mengi an formal banyak

aan program pelatihan

dilakukan oleh mi

berkelanjutan seperti team [ sitivity training, dan pertemuan-
pertemuan GKM (Gugus Kendali Mutu) Hal ini dapat disebabkan keinginan
direktur RS yang sangat besar untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja
pegawai, sehubungan dengan RSUD Pasar Rebo sebagai RSUD pertama yang
melakukan uji coba swadana. Saat itu RSUD juga menyelenggarakan upaya
peningkatan pendidikan para perawatnya menjadi DIIl di dalam gedung RS

sebagal upaya peningkatan kualitas SDMnya.
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Perubahan badan hukum RS menjadi PT, menempatkan Diklat di dalam
bidang Mangjemen SDM. Dimana asisten managjer Diklat bertanggung jawab
kepada manajer SDM. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, Diklat
dapat berfungsi lebih baik. Guna menindaklanjuti Peraturan Perusahaan dibuatlah
Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai RS Pasar Rebo.
Di dalam buku tersebut diuraikan mengenai prosedur tetap (protap) yang
berkenaan dengan diklat pegawai, diantaranya analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan, perencanaan dan anggarg
belanja diklat, pelatihan, scmi

belanja training, pelaksanaan anggaran

psium, pendidikan tugas belgar dan
izin belgar. 30 penyusunan berbagai
kantormal pegawai
ctujuan  biaya

an tugas
biaya
buky_maksim RSUD.
iklat telah digjka gtujui oleh
m dapat

n pimp

pengeluaran | asaahini b dengan
tldakWangnya Dina mengel uarkw resmi yang
mengizi atau A -.L, perst n PNS untuk
mengikuti_pendire ij Oran RSUD, pimpinan
berpendapat b 2 .,.. el ek ada surat 1zinnya.

Apa yanU

peraturan perundangan darwekek W RSUD. Menurut apa yang

pemahaman terhadap

disampaikan informan pakar 1, masalah tersebut dapat disebabkan pimpinan
RSUD yang kurang memahami tanggung jawab dan wewenang apa yang terkait
dengan diperbolehkannya menggunakan keuangan secara langsung. Dalam
rencana bisnis anggaran yang dibuat haruslah terdapat rencana pengembangan
SDM. Sedangkan informan pakar 2 menyatakan pentingnya memperhatikan
pengembangan SDM melalui diklat agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih
baik.
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BAB 8
KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1

5.

. yang ha
vepengal 5 A -

4. Wegawai terd

Perubahan bentuk badan hukum RSUD Pasar Rebo terjadi akibat perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah Propinss DKI Jakarta, yang diikuti oleh

perubahan visi dan migi )@ ke arah perluasan jangkauan dan

Al [
{ P . aty_ berbadan hukum
i § I ! jana perseroan
cl, = ' ) 1€ U

peningkata
Perubaha ‘
perseraa

=f¢ 5.0

cler) angkauan

gy anannya serta.mening an k as sumber daya'manusi

SaS| Sad bent PT ,Dinas K esahs arta terlihat

sigrktur sebagai mana'@rgafii$asigipemerintah pada urngim edangkan

saal berbes perserocnuter et ' aya fungs Ktur organisas saat

perkecil or akan Sub

S, dengan W PNS yang
keci r? ; . PINS "-.i\ h’

FuNgSimepRel 25ie Mana)ei i telaly I dijalaikan sgak RSUD
."Ew menge patkan saat berbentuk
b d Ssesekrutmen dan seleksi diperbaharui
guna memperoleh pegawai RS yang lebih berkuaitas, namun

berbentuk adlend_dar

perseroan ter
a. Prosedur dan instr

perencanaan kebutuhan pegawa secara berkala belum dilakukan oleh
Sub Bagian Kepegawaian.

b. Penilaian kinerja bulanan bagi PNS dilakukan sesuai ketentuan Pemda
DKI Jakarta, namun belum disusun sistem penilaian kinerja berkala bagi
pegawai non PNS.
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c. Pemberian kompensasi mengalami revisi pada waktu-waktu tertentu
berupaya membuat keseimbangan pendapatan antara PNS dan non PNS
serta peningkatan kesgjahteraan pegawai. Penetapan take home pay
minimal bagi dokter dan apoteker yang dimulai saat PT dimaksudkan
guna meningkatkan kinerja dan pendapatan mereka, namun
disalahartikan oleh sebagian tenaga medis. Sistem remunerasi yang
seharusnya diterapkan saat BLUD telah diusulkan kepada Dinas
K esehatan, namun belum disahkan oleh Pemda DK Jakarta.

d. Pendidikan dan pelg
RSUD m . ; ‘ na aturan dan kebijakan

sangat diperhatikan oleh pimpinan

anaan tugas belgar

diatas

bih baik
sehingga
na guna

mtehmah sakit yang

selahteraan SDM RS,
L]

sehubung

ditetapkan oi'.‘.
E

. Bagi sub bagian kep

pijakan yang baru

gartiapat senantiasa mengevaluasi dan

memperbaharui fungsi operasional mangemen SDMnya, terutama sistem
penilaian kinerja pegawal serta penerapan THP minima bagi dokter dan
apoteker.

. Bagi sub bagian diklat, agar mencari jalan keluar yang terbaik dalam
penyelesaian biaya tugas belgjar pegawa dengan melakukan diskusi bersama
bagian terkait dan direktur RSUD.
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5. Bagi penditi selanjutnya, agar dapat menggali lebih dalam tiap-tiap fungsi
operasional manajemen SDM di RSUD Pasar Rebo sehingga dapat diketahui
dan dianalisa kendala yang dihadapi dalam menjalankan masing-masing

fungsi tersebut agar sesuai dengan kondisi yang seharusnya.

/.
=
s

&
>
<

L ZaS>>
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